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ABSTRACT 

Implementation of Regulation of Regents 
Musi Rawas North number 10 Of 2014 Concerning 

Formation Unit Service Procurement of Goods/Services Northern District 
Government Musi Rawas 

A. Insan Setiawan 
a.insansetiawan@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesian Open University 

The research was purposed to analyze the implementation of the decree 
Musi Rawas Utara Number 10 of 2014 in achieving performance on the 
Procurement Services Unit Musi Rawas North starting size and purpose of th:;: 
policy, policy resources, traits executing agencies, communication between the 
relevant organizations, the attitude of the implementers environmental and 
economic, social and political. This research is a descriptive qualitative study 
using primary data and secondary. Data collection techniques used were 
interviews to the Head of Development, Head of Procurement Unit, Procurement 
Services Unit Secretary, Head of the Working Group, Working Group Members 
and Support Staff. Research results and policy measure is in accordance with SOP 
ULP although human resources competent and certified still lacking. Personality 
agency implementation including Type J, are attached to the Development of 
Regional Secretariat Musi Rawas Holland, communication between ULP and 
LPSE, ULP and SKPD, ULP and the parties involved in the procurement has been 
quite good, the attitude of the members of the working group is already ethically 
and SOP , as well as support from Tim interests that were running well, no one 
has been blacklisted in the auction of goods I services of the Government of Musi 
Rawas north. 

Keywords: Implementation, Size a11d Policy Objectives. Resources Policy, 
properties of the Implementing Agency Communica~ion between relevant 
organizations, implementers and Environmental Attitudes on Economic, Social 
and Political. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERA TURAN BUPATI 
MUSI RAWAS UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT LAY ANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 

A. Insan Setiawan 
UNIVERSIT AS TERBUKA 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati Musi 
Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 dalam mencapai kinerja pada Unit Layanan 
Pengadaan Musi Rawas Utara yang dimulai dari ukuran dan tujuan kebijakan, 
sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri sifat badan pelaksana, komunikasi antar 
organisasi terkait, sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan 
politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan data-data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara kepada Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Unit 
Layanan Pengadaan, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan, Kepala Kelompok 
Kerja, Anggota Kelompok Kerja dan Staf Pendukung. Hasil penelitian ukuran dan 
kebijakan sudah sesuai dengan SOP ULP meskipun sumber daya manusia yang 
berkompeten dan bersertifikat masih kurang. Sifat badan pelaksanaannya 
termasuk Tipe A yang melekat pada bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 
Musi Rawas Utara, komunikasi yang terjalin antara ULP dan LPSE, ULP dan 
SKPD, ULP dan pihak yang terlibat pengadaan sudah cukup baik, sikap para 
anggota pokja sudah sesuai etika dan SOP yang ada, serta dukungan dari Tim 
kepentingan yang berjalan dengan tertib, belum ada yang di backlist dalam lelang 
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas utara. 

Kata Kunci: Implementasi, Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber-sumber 
Kebijakan, Sifat-sifat Badan Pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait, 
Sikap para pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Musi Rawas Utara 

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara yang rnerupakan salah 

satu kabupaten paling berat di Provinsi Surnatera Selatan berbatasan dengan 

Provinsi Jarnbi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian seiatan, Provinsi 

Bengkulu di bagian barat dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian tirnur. 

Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan rnerniliki luas wilayah 

600.865,51 Ha. Wilayah terluas dirniliki oleh Kecarnatan Ulu Rawas dengan luas 

rnencapai 24, 18 persen dari total luas wilayah kabupaten ini. 

b. Keadaan Alam 

Secara urnum, wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara rnerniliki topografi 

yang beragarn, rnulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian 

wilayah kabupaten ini berkisar antara 125-250 meter di atas permukaan laut. 

Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara paling banyak dirnanfaatkan sebagai 

lahan pertanian bukan sawah, yang mencapai 48,45 persen dari total luas lahan. 

21, 75 persen di antaranya rnerupakan lahan perkebunan, baik yang dirniliki dan 

dikelola oleh rakyat maupun oleh perusahaan. 

Sernentara itu, lahan yang dimanfaatkan untuk sawah hanya sebesar 0,97 

persen dari total luas kabupaten ini. Wilayah kabupaten Musi Rawas Utara dialiri 

oleh dua sungai utama yang urnurnnya dapat dilayari, yakni Sungai Rupit dan 

34 
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Sungai Rawas. Selain itu, masih terdapat sungni-sungai lainnya yang merupakan 

anak sungai-sungai utama tersebut. 

Selain memiliki sungai-sungai besar, di Kabupaten ini juga terdapat 

beberapa danau, diantaranya Danau Raya di Kecamatan Rupit. Selain sebagai 

penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi 

Rawas Utara. 

c. Keadaan lklim 

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki iklirn tropis dan basah dengan curah 

hujan rata-rata per bulan pada tahun 2014 sebesar 324 mm dengan rata-rata hari 

hujan 16 hari per bulannya. Curah hujan rata-rata tertinggi dan hari hujan 

terbanyak terjadi pada bulan Desember yakni 461 mm dengan 20 hari hujan pada 

bulan tersebut. 

d. Pemerintahan 

Pembagian suatu wilayah administrasi menjadi wilayah administrasi yang 

lebih kecil memiliki manfaat di antaranya membantu kelancaran proses 

pemerintahan dan pembangunan wilayah serta peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Secara administrasi, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 7 

kecamatan. 7 kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi wilayah administrasi kecil 

dengan total 89 wilayah, yang terdiri dari 82 wilayah desa dan 7 wilayah 

kelurahan. 

Sepanjang tahun 2014, pelayanan pemerintah di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil berupa pembuatan Kartu Keluarga berjumlah 25.476 kartu 

sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjumlah 142.826 kartu. 
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e. Kondisi Sosial dan Ekonomi 

Kondisi sosial di Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi pendidikan, 

kesehatan dan KB, keamanan dan agama. Pada bidang pendidikan, di Kabupaten 

Musi Rawas Utara pada tahun ajaran 2014/2015 telah tersedia sekolah dari tingkat 

Taman Kanak-kanak hingga Universitas. Tersedianya 60 unit TK, 123 unit SD, 27 

unit SMP, 8 unit SMA, dan 1 unit SMK yang meliputi sekolah negeri dan swasta 

diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi 

penerus Kabupaten Musi Ra was Utara .. 

Selanjutnya dalam bidang kesehatan hingga tahun 2014, di Kabupaten Musi 

Rawas Utara terdapat 1 unit rumah sakit, 8 unit Puskesmas, 48 unit Pustu, 6 Balai 

Pengobatan, 1 Klinik Bersalin, 142 Posyandu, dan 40 Polindes. Keberadaan 

sarana penunjang saja tidak cukup tanpa dibarengi oleh ketersediaan tenaga 

medis, untuk itu telah tersedia 16 dokter, 1 dokter gigi, 145 bidan, dan 142 

perawat yang tersebar di wilayah-wilayah di kabupaten ini yang diharakan mampu 

mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatannya. 

Sepanjang tahun 2014, telah terjadi 255 tindak pidana yang tercatat di 

POLRES Musi Rawas Utara 89 kasus di antaranya telah diselesaikan. 

Pelanggaran lalu lintas terjadi sebanyak 8.538 pelanggaran, yang terdiri dari 4.052 

kasus yang ditilang dan 4.486 kasus non-tilang. Dari pelaggaran ini jumlah denda 

yang diperoleh sebesar Rp.132.427.780. Selama tahun 2014 juga terjadi 

kecelakaan lalu lintas sebanyak 99 kasus, korban meninggal mencapai 55 orang, 

sedangkan korban Iuka berat mencapai 29 orang dan 88 orang luka ringan. 

Kerugian material diperkirakan sebesar Rp.732.000.000. 
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Kasus pcrccraian yang terjadi sepanjang tahun 2014 berjumlah 65 kasus, 59 

kasus diantaranya telah mendapat putusan. Penyebab kasus perceraian masih 

didominasi oleh perkara ketidakcocokan antara pasangan serta permasalahan 

ekonomi. 

Dalam bidang agama, Agama Islam merupakan agama yang paling banyak 

dianut oleh penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara, posisi selanjutnya adalah 

agama Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Untuk mendukung 

kegiatan ibadah umat beragama, telah tersedia 154 unit masjid, 25 unit musholah, 

dan 103 unit langgar yang tersebar di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Jumlah jamaah haji yang berangkat ke tanah suci Mekah di tahun 2013 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012, yakni dari 34 jamaah, menjadi 

59 jamaah yang terdiri dari 26 jamaah laki-laki dan 33 jamaah perempuan. 

Sedangkan dalam bidang perekonomian, Kabupaten Musi Rawas Utara 

dilihat dari perdagangan, pasar di Kabupaten Musi Rawas Utara berupa kalangan. 

Adapun jumlah UKM di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 
Jumlah Usaha Mikro, KeciL dan Menengah 

di Kabupaten Musi Rawas Utara, 2014 

.Jenis Usaha 
Kecamatan Mikro Kecil Mene::igah No 

(1) (2) (3) (4) 
1. Rawas Ulu 103 41 26 
2. Ulu Rawas 103 41 -

3. Ru pit 103 42 27 
4. Karang Jaya 103 41 25 
5. Rawas Ilir 103 41 11 
6. Karang Dapo 103 41 9 
7. Ni bung 103 41 13 

Jumlah 723 288 111 
Sumber: Musi Rawas Utara dalam angka 2015 
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Dilihat dari perkembangan produk domestik regional bruto, yakni: 

Tabel 4.2 
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas 

Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas Utara 
2012-2013 (juta rupiah) 

Lapangan Usaha Tahun 
No 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Pertanian 711.513,00 819 .567,00 915.325,00 1.037.996,00 
2. Pertambangan 790.810,00 897.660,00 972.066,00 1.047.599,00 

dan Penggalian 
3. Industri 90.370,00 99.992,00 112.507,00 125.442,00 

Pengolahan 
4. Listrik, Gas, dan 1.721,00 1.946,00 2.231,00 2.564,00 

Air Bersih 
5. Bangunan 116.829,00 138.736,00 169.217,00 202.112,00 
6. Perdagangan, 134.189,00 155.806,00 183.438,00 215.922,00 

Hotel dan 
Resto ran 

7. Pengangkutan 10.425,00 12.321,00 14.932,00 18.154,00 
dan Komunikasi 

8. Keuangan, 40.856,00 46.692,00 54.236,00 63.712,00 
Persewaan, dan 
Jasa Perusahaan 

9. Jasa-jasa 162.081,00 188.281,00 231.177,00 275.410,00 
PDRB (dengan migas) 2.058. 794,00 2.361.001,00 2.655.129,00 2.988.911,00 
PDRB (tanpa migas) 1.406.303,00 1.633.089,00 1.890.422,00 2.186.449,00 

Sumber: Musi Rawas Utara dalam angka 2016 

f. Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara Terpilih 2016-2021 

Visi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah terwujudnya Kabupaten Musi 

Rawas Utara yang makmur, aman, cerdas dan bermartabat. 

Adapun misinya yakni : 

1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah; 

2) Me¥.>ujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur; 

3) Mewujudkan infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang 

merata dan berkualitas; 
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4) Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara; 

5) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkulitas; 

6) Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara bebas Narkoba; 

7) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang 

baik; 

8) Mewujudkan masyarakat yang mandiri, santun dan berahlak mulia di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Program strategis yang akan dilaksanakan yakni : 

1) Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara: 

Peningkatan kesejahteraan dan mutu pendidik, tenaga kependidikan, 

peningkatan layanan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, biaya 

pendidikan yang gratis sampai tingkat SL TA serta pemberian bantuan biaya 

kuliah bagi mahasiswa yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi. 

2) Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat dengan cara: 

Peningkatan kesejahteraan tenaga medis, peningkatan layanan kesehatan yang 

bermutu, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis yang 

berkualitas serta berobat gratis 

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dengan cara: 

Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan serta 

peningkatan air bersih, listrik dan sanitasi. 

4) Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, petemakan dan 

perikanan dengan cara: 

Pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur, peningkatan kesejahteraan petani, 

tenaga penyuluh pertanian, mengoptimalkan produktivitas pertanian, 
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perkebunan, kehutanan, petemakan dan perikanan, mengembangkan kegiatan 

pengeolahan produk hilir pertanian, perkebunan, kehutanan, petemakan, dan 

perikanan serta menjaga kelestarian kawasan strategis nasional Taman 

Nasional Kerici Seblat (TNKS). 

5) Peningkatan keamanan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara 

Selalu berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah(FKPD), 

menerapkan berbagai inovasi dalam pemberantasan peredaran Narkoba 

melalui pengenaan insetif dan disinsentif bagi aparatur pemerintah maupun 

masyarakt, rehabilitasi bagi pengguna narkoba serta mengaktifkan 

poskamling dilingkungan masyarakat. 

6) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan adat diseluruh 

wilayan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara: 

Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan dan adat, meningkatkan 

pengetahuan dan kesejahteraan petugas lembaga keagamaan dan lembaga 

adat 

2. Gambaran Umum Unit Layanan Pengadaan Musi Rawas Utara 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk berdasar Peraturan Bupati Musi 

Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 yang mempunyai tugas: 

1) ULP mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Pemerintah Kabuten. 

2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pelaksanaannya dapat dilakukan oleh ULP adalah : 
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a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai 

diatas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah); 

b. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). 

3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling 

tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Pengadaan Jasa 

Konsultasi dengan nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

3. Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Musi Rawas Utara 

Adapun SOTK ULP (Unit Layanan Pengadaan) Musi Rawas Utara 

berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2010: 

1. Dasar Hukum 

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operational Prosedur 

Administrasi Pemerintahan. 

3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan. 

4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana 

Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Peraturan 
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Presidt:n Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kcdua atasPcraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 1Tahun2015 tentang E-Tendering. 

2. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

- Struktur 

BAGIAN ADM.PEMBANGUNAN 

KEPALA ULP 

SEKRET ARIS ULP 

STAF 

KELOMPOK KERJA I KELOMPOK KERJA II 

ST AF PENDUKUNG STAF PENDUKUNG 

- Kedudukan 

Menempel pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

- Tugas dan Fungsi 

Tugas dan fungsi dari Kepala ULP. Sekretaris ULP, Bidang-bidang ULP dan 

Pokja-pokja ULP tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara. dengan 

mengikuti amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan 

perubahannya dan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 5 Tahun 2012. 
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4. Sumber Daya Manusia 

Seluruh Pokja ULP memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

• Bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan 

• Berpengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa minimal 2 (dua) tahun. 

5. Tupoksi ULP Musi Rawas Utara 

Tugas Kepala ULP yakni: 

a. Fasilitas persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan administrasi 

Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi ULP dan basil 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja kepada 

Sekretaris Daerah. 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan bahan fasilitas, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan; 

b. Pelaksanaan penata usahaan dan kesekretariatan ULP; 

c. Fasilitas pengkoordinasian proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

dengan SKPD; 

d. Fasilitas pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunJang 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara manual dan elektronik; 

e. Fasilitas pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia dan 

Kelompok Kerja/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa: 

f. Penerimaan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang dari seluruh SKPD, 

dengan nilai: 
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1) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, diatas Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 

2) Pengadaan jasa konsultasi, diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah). 

g. Pemilihan dan pendistribusian kegiatan kepada seluruh Kelompok Kerja. 

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: 

a. Penyediaan biaya untuk proses Pengadaan Barang/Jasa; dan 

b. Penyiapan dokumen, sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam 

Pengadaan Barang/Jasa. 

Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi: 

a. Penyediaan dan pengelolaan sistem informasi teknologi yang digunakan 

dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan berbasis pada layanan 

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 

b. Sosialisasi kebijakan dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; 

c. Penyedia berbagai informasi kepada masyarakat terkait dengan Pengadaan 

Barang/ J asa; dan 

d. Penerimaandan pengkoordinasian pengaduan dan/atau sanggahan yang 

disampaikan oleh masyarakat. 

Kelompok kerja Pokja terdiri dari : 

1. Ketua; 

2. Sekretaris; dan 

3. Anggota 
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Pokja mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

b. Penyampaian pemenang lelang dan data pendukung kepada SKPD melalui 

Unit Pelayanan Pengadaan. 

Staf Pendukung mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

b. Pelaksanaan kegiatan terkait dengan perencanaan Pengadaan Barang/jasa 

serta melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Adapun syarat untuk menjadi Anggota Kerja ULP harus mempunyai 

syarat sebagai berikut : 

• Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; 

• Memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

• Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP; 

• Memahami isi dokumen. metode dan prosedur pengadaan; 

• Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya 

sebagai anggota ULP: 

• Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 

kompetensi yang dipersyaratkan; 

• Menandatangani Pakta Integritas. 

Dan Anggota Pokja dilarang: 

a. PPK; 

b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 
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c. Bendahara; dan 

d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. 

6. Visi dan Misi Unit Layanan Pengadaan Musi Rawas utara 

" Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu 

terobosan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam 

menjalankan komitmennya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih, 

dan berwibawa (good governance and clean goverment). Kabupaten Musi Rawas 

Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera 

Selatan yang menjadikan APBD sebagai instrument untuk mensejahterakan rakyat 

melalui pembangunan yang merata. Layanan Pengadaan menjadi salah satu atribut 

yang dimiliki Musi Rawas Utara dalam mengawal Pengadaan Barang/Jasa demi 

tercapainya pembangunan merata yang baik, bersih, dan berwibawa". 

Adapun visi ULP Musi Rawas Utara : 

Menjadikan pengadaan barang/jasa terpercaya, professional dan modem. 

Misi ULP Musi Rawas Utara yakni: 

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel; 

2. Berinovasi dan berdedikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

3. Optimalisasi teknologi informasi dalam pengembangan sistem pengadaan 

barang/jasa. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Musi Rawas 

Utara telah didasarkan pada peraturan sebelumnya, yakni yang menjadi dasar 

hukum Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014: 

a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biriokrasi 

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standard Operational Prosedur Administrasi 

Pemerintah. 

c) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

d) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan. 

e) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

f) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor I Tahun 2015 tentang E-Tendering. 

Seperti yang termaktub dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 

I 0 Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, 

persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
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pemerintah dibentuk ULP Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersifat ad hoc dan 

berada pada bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Musi Rawas Utara. 

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas 

yakni : 

a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 

b. Pengadaanjasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta 

rupiah). 

Berdasarkan wawancara dengan kepala bagian pembangunan Kabupaten 

Musi Rawas Utara membenarkan bahwa ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 

bersifat ad hoc (melekat) pada bagian pembangunan sekretariat daerah Kabupaten 

Musi Rawas Utara, sesuai dengan standard dan arah kebijakannya bahwa ULP 

dibentuk untuk mengikuti aturan-aturan yang didasari oleh peraturan sebelurnnya 

yakni Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 tahun 2013 tentang Unit Layanan 

Pengadaan (ULP), yakni ULP yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 

organ1sas1 kementrian/lembaga/pemerintah daerah/institusi yang berfungsi 

melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri 

sendiri atau melekat pada unit yang ada. 

Adapun yang menjadi tujuan pembentukan ULP ini didasari oleh Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010, mengingat pengadaan barang/jasa pemerintah 

mempunyai porsi yang penting dalam kegiatan pembangunan di daerah/nasional, 

sehingga menjadi bagian terpenting dalam mengatur kegiatan pengadaan ini untuk 

disusun sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan. 
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Seperti yang disampaikan oleh kepala ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 

bahwa ULP sebagai wadah bagi ahli-ahli pengadaan yang mempunyai sertifikasi 

didalamnya untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai 

dengan aturan yang ada dan SOP yang telah ada. 

" Ya, memang benar bahwa pembentukan ULP ini sudah sesuai dengan standard 

dan arah kebijakan yang berawal dari dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 04 

Tahun 2015 sampai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015, dan 

diturunkan lagi menjadi Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 

2014, yang bertujuan untuk melaksanakan proses pengadaan bang/jasa". 

(wawancara, 15 Maret 2016) 

Jadi, jelas ukurannya bahwa pembentukan ULP ini jelas, ada wadah ULP 

yang melekat di bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Utara, dengan tujuannya meningkatkan efisiensi, efektivitas, trasparansi, 

persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Tak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh anggota Pokja lainnya, di 

dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahuun 2014 terdapat 

sejumlah tugas pokok dan fungsi bagi setiap ketua ULP, kepala Pokja, dan fungsi 

lainnya seperti Tupoksi anggota dan staf penunjang. 

" Ya benar, kami lebih paham akan tugas kami masing-masing sehingga dalam 

pelaksanaan tugasnya baik tidak tumpang tindih dan lebih fokus dengan apa yang 

menjadi tugas kami". (wawancara, 15 Maret 2016) 
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2. lndikator Sumber-Sumber Kebijakan 

Berdasarkan Teori Implementasi dari Van Meter dan Van Hom, sumber 

kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan 

3 indikator yakni, manusia, biaya dan waktu. 

a. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak 

dan pelaksana kebijakan 

Adapun jumlah personil dalam unit layanan pengadaan Kabupaten Musi 

Rawas Utara terdapat pada table 4.3 personil/pegawai di dalam ULP Kabupaten 

Musi Rawas Utara ini telah disertifikasi oleh LKPP, yang telah lulus seleksi 

sebagai ahli pengadaan. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 

adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa 

seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan mencakup 

permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilen dan sertifikasi ulang. 
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1 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Tabel 4.3 
Susunan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Kabupaten Musi Rawas Utara 

JABATAN 
NAMA/NIP 

DALAMULP 

2 3 
M. KURNIA WAN, SE 

ANGGOTA NIP. 19791003 200604 I 009 
W AHYU ISLAM!, ST 

ANGGOTA NIP. 19800331 201101 1 003 
YUL! SARTIKA, ST 
NIP. 19910207 201504 I 001 ANGGOTA 

NELLY HARY ANTI, S. Kep. Ners 
NIP.198004162011012004 

ANGGOTA 

ARDIANSY AH, S. Korn 
ANGGOTA NIP. 19811009 201504 1 001 

A. INSAN SETIA WAN B, ST 
ANGGOTA 

NIP. 19801203 200603 I 016 
ABDUL RONI, S. HUT 

ANGGOTA NIP. 19760418 I 99803 I 004 
MIKE HERLIY A NINGSIH, A. Md 

ANGGOTA NIP. 19900222 201504 2 004 
BAMBANG ARDIANSY AH, S. Korn 

ANGGOTA 
NIP. 19870521 201504 I 001 
AHY AR UDDIN, SE 

ANGGOTA 
NIP. 19800426 200801 I 003 
IMAM AMANDA, SH 

ANGGOTA 
NIP. 19860109 201504 I 002 
AGUSTINUS TRIATMOJO, ST 

ANGGOTA 
NIP. 19810828 201504 I 001 
BUDIMAN, ST 

ANGGOTA 
NIP. 19860102 201504 I 001 
MUHAMMAD, ST 

ANGGOTA 
NIP. 19810422 201504 I 001 
RIA CITRA RAMA SHINT A 

ANGGOTA 
NIP. 198706212015042 001 

Sumber : SK Keputusan Bupati Musi Rawas Utara 
Nomor: l 78/KPTSNil/MRU/2015 
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HONORARIUM/ 

BULAN (Rp) 

4 
Disesuaikan dengan 
Peraturan Menteri 

Keuangan Republik 
Indonesia tentang 

Standar Biaya 
Masukan Tahun 

Anggaran 2016 

Adapun tujuan diselenggarakan sertifikasi keahlian berdasarkan Peraturan 

Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang sertifikat keahlian pengadaan 

barang/jasa pemerintah yakni : 

a) Memastikan bahwa pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh 

sumber daya manusia yang profesional; dan 
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b) Membantu sistem pengembangan karier dan profesi sumber daya manusia di 

bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

Jenjang sertifikasi keahlian terdiri dari : 

a. Sertifikasi keahlian tingkat pertama/ dasar; 

b. Sertifikasi keahlian tingkat menengah; dan 

c. Sertifikasi keahlian tingkat lanjut. 

);;>- Sertifikasi keahlian tingkat pertama merupakan kegiatan untuk menJamm 

penguasaan kompetensi yang berkaitan dengan regulasi dan kompetensi teknis 

di bidang barang/jasa, yang wajib diakui oleh PPK, anggota kelompok kerja 

ULP dan pejabat Pengadaan. 

);;>- Sertifikasi keahlian tingkat menengah merupakan kegiatan untuk menJamm 

penguasaan kompetensi proses pengadaan barang/jasa yang mencakup 

perencanaan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia, manajemen kontrak 

dan logistik, dan pengetahuan manajemen asset, serta kompetensi keahlian 

pendukung yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proses pengadaan 

barang/jasa seperti pengelolaan informasi dan koordinasi, pelaksanaan 

persiapan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem e-procurement. 

Sertifikat keahlian tingkat menengah dapat diikuti setelah memiliki sertifikat 

keahlian tingkat pertama/ dasar. 

);;>- Sertifikasi keahlian tingakat lanjut merupakan kegiatan untuk menJamm 

penguasaan kompetensi proses pengadaan barang/jasa yang mencakup 

perencanaan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, 

dengan pengetahuan manajmen aset yang dibutuhkan untuk pengadaan 

barang/jasa yang kompleks dan atau pekerjaan dengan volume besar dengan 
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frekuensi berulang yang meliputi kemampuan penentuan strategi pengadaan 

barang/jasa, penyusunan organisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, 

pengelolaan program manajemen resiko, pengelolaan program manajemen 

mutu, penyelesaian perselisihan pelaksanaan kontrak, penanganan kegagalan 

kontrak, pengetahuan manajemen aset dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan 

regulasi di bidang pengadaan barang/jasa. Sertifikasi keahlian tingkat lanjut 

dapat diikuti oleh PPK, ketua ULP, anggota kelompok kerja ULP, pejabat 

pengadaan serta pihak terkait yang telah memiliki sertifikat keahlian tingkat 

menengah. 

Ujian sertifiakasi keahlian tingkat pertama/dasar dapat diikuti oleh ; 

a. Pegawai Negeri pada K/L/Dl; 

b. Penyedia barang/jasa; dan 

c. Masyarakat. 

Syarat peserta UJian sertifikasi keahlian tingkat pertama/dasar sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas; 

b. Pemah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kurikulum 

yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM yang dibuktikan dengan 

menyertakan fotocopy sertifikat pelatihan pada saat pendaftaran ujian 

sertifikasi keahlian tingkat pertama/dasar; 

c. Calon peserta ujian sertifikasi keahlian tingkat pertama/dasar memiliki 

pengalaman dalam bidang pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 2 tahun 

dengan menyertakan surat penugasan/referensi dari instansi tempat bertugas 

pada saat pendaftaran ujian sertifikasi keahlian tingkat pertama/dasar; 
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d. Tidak pcmuh mengikuti UJian sertifikasi keahlian tingkat pertama/dasar 

sebelumnya dalam jangka waktu 14 hari dari kalender sebelum ujian sertifikasi 

keahlian tingkat pertama/dasar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala ULP, " sumber daya manusia 

yang ada dalam ULP Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak l S orang telah lulus 

seleksi dan memiliki sertifikat pengadaan, awal <lulu berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sertifikat tersebut terdiri dari L2, L4, LS akan 

tetapi semenjak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor S4 Tahun 2010 dan 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 mengalami perubahan yakni 

sertifikat keahlian tingkat pertama, menengah dan lanjut, dan bagi yang telah 

mempunyai L2, L4, LS bisa disesuaikan dan diperpanjang berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 

2010 ". (wawancara, 16 Maret 2016) 

Begitu juga dengan anggota Pokja Iainnya" kami mengikuti ujian sertifikat 

dan dinyatakan lulus dengan sertifikat dari LKPP ". (wawancara, 16 Maret 2016) 

Menurut anggota Pokja mereka juga tidak mudah lulus begitu saja karena harus 

benar-benar berkompeten/bersaing dengan nilai yang ada untuk dijadikan ahli 

pengadaan. 

b. Biaya 

Dal am penentuan honor/insentif bagi anggota ULP, sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.D 2/2015 tentang standard biaya, yakni: 

• Pejabat pengadaan barang/jasa dapat dianggarkan paling tinggi sampai dengan 

Rp. 680.000/ bulan; 
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• Untuk honor bagi Pokja ULP atau panitia pengadaan didasarkan pada per 

orang per paket pekerjaan, berbeda dengan pejabat pengadaan yang didasarkan 

kepada perbulan; 

• Honor paling kecil bagi Pokja ULP atau panitia pengadaan dapat dilihat pada: 

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris ULP " dalarn honorarium ULP 

Kabupaten Musi Rawas Utara yang diterirna berdasarkan paket pekerjaan 

pengadaan sesuai dengan standard biaya rnasukan (permenkeu) sehingga 

tergantung paket pengadaan yang ada ". (wawancara, 15 Maret 2016) 

Dan wawancara juga dilakukan pada anggota Pokja " karni rnenerirna honor 

dari tiap paketnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang ada, yang ada 

dalarn SK Bapak Bupati yakni sesuai dengan standard biaya masukan yang ada ". 

Dalarn variabel biaya ini dapat dilihat bahwa apa yang telah ditetapkan oleh 

PMK 65/PMK 0.212015 rnenjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 

Utara dalarn rnenentukan honorarium anggota kelompok kerja ULP Kabupaten 

Musi Rawas Utara. 

c. Waktu 

Dalarn pemberian layanan pada ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 

berupa jadwal lelang yang inputnya dari rnasing-masing SKPD yang ada di 

Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun mekanisme penyampaian dokumen dapat 

dilihat padajlowchart berikut ini : 
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SKPD 

7 

Sektt1aru1 ULP 

Mclalrukan Vcrifikasi 
1..-hadap Softcopy & 

Hardcopy RPP & 
Kelcngkapannya Paket 

Pclelangan 

UNIT LA YANAN PENGADAAN (ULP) 

KEPALA ULP 

Mendisposisi & 

mcnugaslcan pokja 
yang aka.n mencliti 
& mclaksanakan 

proses !clang 

8 

4 

56 

POKJA 

Proses Konsultasi 
Pakct Lclang 

Mcnyatakan Layak di 
Daftarkan dan diumumkan 

Rapat Pcrcncanaan 
Pemilihan Penyedia 

,------ .... 
'--~-----' 

PPK dan Aanwijzcr l<l 4t----------8 

Revisi RPP jika ada perubahan 

lOa 

Proses Pcmil ihan 
gaga I 

BAHP & Surat pcngantar I 13 Kepala ULP 
._ __ di_sarn_o_•i_kan_keo_•da_P_PK __ ~4t-------..;;;.;;;... _____ ~J.__m_e_ns_•~_h_k_•n_B_A_H_P---J 

14 

SELE SAi 

Gambar 4.1 Alur SOP Pelayanan ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 
Sumber: Dokumen SOP ULP Musi Rawas Utara 
Catatan: 

• Berkas RPP hanya diterima pada HARI KERJA DAN JAM KERJA, 
tanpa alasan apapun 

• Berkas RPP diantar oleh PPK atau STAF YANG MEMAHAMI 
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Bcrdasarkun hasil wawancara kepada kepala ULP Kahupaten Musi Rawas 

Utara, " SKPD mengirim file dokumen RPP untuk paket yang akan dilelang/ 

diseleksi ke email Sekretariat ULP, kemudian penyampaian paket terse but dalam 

bentuk hardcopy dan soft copy yang ada, dengan pertimbangan PPK/SKPD bahwa 

verifikasi berkas RPP diserahkan kepada ULP dalam 8 hari kerja setelah berkas 

dinyatakan lengkap oleh Pokja ULP ". (wawancara, 15 Maret 2016) 

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 paket pelelangan 

terdiri dari : 

')i;;>- Pekerjaan Konstruksi 

1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Data Pendukungnya, yaitu : 

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

b. Daftar Kuantitas Harga (BOQ); 

c. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP); 

d. Spesifikasi Teknis; 

e. Gambar Kerja/Bestek; 

f. Pengumuman online Rencana Umum Pengadaan (RUP); 

g. Keputusan sebagai PPK, PPTK, dan Tim Teknis/Tenaga Aanwijzer 

(hardcopy); 

h. RKA/DP A dan Surat Pernyataan dari PA bahwa Nomor Rekening sudah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan (hardcopy). 

2) Rancangan Kontrak, yaitu : 

a. Surat Perjanjian; 

b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); 

c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK); 
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d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ); 

e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

f. Bentuk Jaminan Pelaksanaan; 

g. Bentuk Jaminan Pemeliharaan; 

h. Bentuk Jaminan Uang Muka. 

~ Pekerjaan Konsultan 

1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Data Pendukungnya, yaitu : 

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

b. Daftar Kuantitas Harga (BOQ); 

c. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP); 

d. Pengumuman online Rencana Umum Pengadaan (RUP); 
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e. Keputusan sebagai PPK, PPTK, dan Tim Teknis/Tenaga Aanwijzer 

(hardcopy); 

f. RKA/DPA dan Surat Pemyataan dari PA bahwa Nomor Rekening sudah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan (hardcopy). 

2) Rancangan Kontrak, yaitu : 

a. Surat Perjanjian; 

b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); 

c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK); 

d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 

e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

f. Bentuk Jaminan Pelaksanaan; 

g. Bentuk Jaminan Pemeliharaan; 

h. Bentuk Jaminan Uang Muka. 
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);;;.>- Pekerjaan Pengadaan Barang 

1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Data Pendukungnya, yaitu : 

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

b. Daftar Kuantitas Harga (BOQ); 

c. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP); 

d. Spesifikasi Teknis; 

e. Gambar Kerja/Bestek; 

f. Pengurnurnan online Rencana Urnurn Pengadaan (RUP); 

g. Keputusan sebagai PPK, PPTK, dan Tim Teknis/Tenaga Aanwijzer 

(hardcopy); 

h. RKA/DP A dan Surat Pemyataan dari PA bahwa Nornor Rekening sudah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan (hardcopy). 

2) Rancangan Kontrak, yaitu: 

a. Surat Perjanjian; 

b. Syarat-syarat Urnurn Kontrak (SSUK); 

c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK): 

d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 

e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

f. Bentuk Jaminan Pelaksanaan; 

g. Bentuk Jaminan Pemeliharaan; 

h. Bentuk Jaminan Uang Muka. 

'r Pekerjaan Jasa Lainnya 

1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Data Pendukungnya, yaitu: 

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 
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b. Daftar Kuantitas Harga (BOQ); 

c. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP); 

d. Spesifikasi Teknis; 

e. Gambar Kerja/Bestek; 

f. Pengumuman online Rencana Umum Pengadaan (RUP); 

g. Keputusan sebagai PPK, PPTK, dan Tim Teknis/Tenaga Aanwijzer 

(hardcopy); 

h. RKAIDPA dan Surat Pernyataan dari PA bahwa Nomor Rekening sudah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan (hardcopy). 

2) Rancangan Kontrak, yaitu : 

a. Surat Perjanjian; 

b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); 

c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK); 

d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 

e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 

f. Bentuk Jaminan Pelaksanaan; 

g. Bentuk Jaminan Pemeliharaan; 

h. Bentuk Jaminan Uang Muka. 

Tak berbeda jauh dengan wawancara dengan sekretaris ULP bahwa 

Sekretariat ULP menerima dokumen RPP untuk paket pelelangan/ seleksi dan 

melakukan eek kelengkapan syarat sesuai yang dipersyaratkan : 

1) Jika paket pelelangan/ seleksi yang dibawa oleh SKPD yang tidak lengkap 

maka seluruh dokumen paket pelelangan/ seleksi dikembalikan kepada SKPD 

untuk dilengkapi; 
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2) Jika paket pelelangan/ seleksi yang dibawa oleh SKPD lengkap maka admin 

akan menginputJ meregister dan mencetak lembar disposisi dan surat 

penguasaan pokja (tanggal lembar disposisi sama dengan tanggal penyerahan 

dokumen yang lengkap ). 

Kemudian sekretaris ULP menyerahkan lembar disposisi dan surat 

penugasan pokja kepada Kepala ULP, apabila Kepala ULP berhalangan, maka 

dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretariat ULP. 

Adapun proses lelang dalam ULP Kabupaten Musi Rawas Utara : 

1) PA menetapkan RUP untuk diumumkan secara online ke Portal Pengadaan 

Nasional; 

2) Berdasarkan RUP, PPK menetapkan spesifikasi teknis, HPS dan rencana 

Kontrak; 

3) Dokumen Pengadaan (Spesifikasi Teknis, HPS, Rencana kontrak beserta 

dokumen yang dipersyaratkan oleh ULP) dikirim ke Sekretariat ULP untuk 

selanjutnya diperintahkan oleh Ketua/Sekretaris ULP kepada Pokja; 

4) Setelah melalui konsultasi/Revisi-revisi di Pokja, maka proses pelelangan 

siap dilaksanakan melalui SPSE; 

5) Dimulai dari pengumuman pelelangan dan meng upload Dokumen 

pengadaan, seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai aplikasi yang tersedia 

dalam SPSE 

6) Pengumuman pemenang melalui website LPSE dilakukan setelah melewati 

proses Evaluasi Penawaran baik dengan metode kualifikasi maupun 

pascakualifikasi serta telah dilakukannya klarifikasi dan penilaian kualifikasi; 
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7) Masa sangga disiapkan bagi penyedia yang memasukan penawaran jika 

merasa dirugikan; 

8) Apabila tidak terdapat sanggahan, maka hasil pelelangan akan dikirim ke 

pada PPK untuk selanjutnya diterbitkan SPPBJ; 

9) Jika terdapat sanggahan maka pokja ULP wajib menjawab sanggahan 

terse but; 

10) Jika jawaban sanggahan diterima maka dokumen hasil lelang melalui 

Sekretariat ULP akan dikirim kepada PPK untuk diterbitkan SPPBJ; 

11) Penyedia yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari pokja ULP dapat 

mengajukan sanggahan banding kepada kepala daerah; 

12) Kepala daerah memerintahkan kepada sekretaris daerah untuk mencermati 

sanggahan banding tersebut; 

13) Apabila dinyatakan benar, maka pokja ULP diperintahkan untuk 

mengevaluasi ulangan penawaran dan/atau melakukan pelelangan ulang; 

14) Apabila sanggahan banding dinyatakan tidak benar maka proses pelelangan 

dilanjutkan untuk penerbitan SPPBJ oleh PPK. 

Dapat kita lihat dalamjlowchart tersebut : 
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I Dikrmbolik~ k< PPK 

Pokja ULP mengusulkan 

Peru bah an 

Flow Chart Proses Lelang 

llnit Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Rawas lltara 

Tidak 

Surat RPP dan Lampiran 
PPK 

Melalui Kepala ULP 

4 Hari Kerja 

Kajian Ulang 

Terhadap RPP 

l. Pemaketan pekerjaan 

----- 2. Cara pengadaan 

3. Organisasi pengadaan 

- PPK 

- ULP 

- PPHP 
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Ya - Tim uji coba, Panitia Peneliti 

__. =Product yang 
dihasilkan/ 
disampaikan 

Gambar 4.2 Alur lelang barang/jasa 

• Menyusun jadwal/ 

Rencana Pengadaan 

Kontrak 

-. jadwal 

• Menetapkan dokumen ._-. Dokumen 

pcngadaan 

pengumuman 

diSPSE 

Pcngadaan 

• Pcngumuman 

• Proses aanwijing 

• Pcmbukaan dokumen 

Penawaran 

• Evaluasi pcnawaran/ 

Klarifikasi pcnawaran 

BA aanwijing 

BA 

Berita acara 

• Evaluasi kualifikasi ._-. BA 

Dan pembuktian 

Kualifikasi/ Yisitasi 

• Penetapan dan 

Pengumuman 

• tv1asa sanggah 

_..BA 

*I. Laporan lfasil Pengadaan 
2. BAHP 
3. Koreksi Aritmatik 

Sumber: Dokumen lelang ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 

Menurut Kepala ULP, " proses lelang mengikuti SOP yang ada sehingga 

SKPD terkait jika tidak lengkap bisa memperlambat proses yang ada, harus aktif 

sehingga kelengkapan berkas bisa ditindak lanjuti untuk proses lelang dan 

tentunya bisa masuk untuk diumumkan paket pekerjaannya ". 
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3. Indikator Ciri-Ciri Sifat Badan Pelaksana 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

di CK Provinsi dan Kabupaten, ULP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota 

bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa CK 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota secara transparan, terintegritas dan 

terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan 

pengadaan barang/jasa. 

ULP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota bertugas: 

a. Melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

b. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

c. Melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan; 

d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan; 

e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau 

pascakualifikasi; 

f. Melakukan evaluasi administrasi. teknis dan harga terhadap penawaran yang 

masuk: 

g. Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; 

h. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 

P NKP A melalui PPTK; 
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L Mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

J. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur 

atau Bupati/Walikota serta memberikan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KP A; 

k. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis 

pekerjaan kepada PA/KP A; 

l. Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan 

prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; 

m. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan 

barang/jasa; dan 

n. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi 

informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement). 

ULP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan: 

a. Menetapkan dokumen pengadaan; 

b. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; 

c. Menetapkan pemenang untuk: 

1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi 

Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

2) SeleksiPenunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi 

yang bemilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KP A untuk Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai diatas Rp. 
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100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi 

yang bemilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui 

Kepala ULP; 

e. mengusulkan kepada P AIKPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan 

perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya 

untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan 

f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang 

melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

ULP Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk ULP Kabupaten Tipe A yakni 

berada pada bagian di Sekretariat Daerah yakni menempel pada bagian 

pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara: 

" ULP Kabupaten Musi Rawas Utara masih bersifat ad hoc! menempel pada 

bagian pembangunan Sekretariat Daerah Musi Rawas Utara ". (Kepala bagian 

Pembangunan, wawancara 16 Maret 2016) 

Adapun penjelasan dari Kepala ULP Musi Rawas Utara " sesuai dengan 

pedoman Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014, masih 

bersifat ad hoc belum permanen ". (wawancara, 16 Maret 2016) 

Susunan organisasi ULP Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 terdiri dari: 

a. Kepala 

b. Ketatausahaan/ Sekretariat 

c. Kelompok kerja 

d. Staf pendukung 
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Pokja ULP Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari : 

a. Kelompok kerja 1 

b. Kelompok kerja 2 

);;> Kelompok Kerja 1 terdiri dari : 

a) A. Insan Setiawan B, ST 

b) Ahyarudin, SE 

c) Ardiansyah, S. Korn 

d) Abdul Roni, S. Hut 

e) Mike Herliya Ningsih, S. Korn 

f) Bambang Ardiansyah, S. Korn 

g) Imam Amanda, SH 

• Pokja 1 ini menaungi SKPD-SKPD berikut : 

- Dinas PU Bina Marga 

- Dinas Kesehatan 

- RSUD Rupit 

- Sekretariat Dewan 

- Dinas Pertambangan 

>r Adapun Kelompok Kerja 2 terdiri dari : 

a) M. Kurniawan, SE 

b) Wahyu Islami, ST 

c) Yuli Sartika, ST 

d) Nelly Haryanti, S. Kep. Ners 

e) Agustinus Triatmojo, ST 

f) Budiman, ST 
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g) Muhammad, ST 

h) Ria Citra Rama Shita 

• Pokja 2 ini menaungi SKPD-SKPD berikut : 

- Dinas PU Cipta Karya 

- Dinas PU Pengairan 

- Dinas Pendidikan 

- Sekretariat Daerah 

4. Indikator Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan-

Kegiatan Pelaksanaan 

Adapun pada indikator komunikasi antar organisasi terkait ini, yang 

menjadi dimensinya adalah koordinasi antar pihak terkait, dalam hal ini 

hubungan kerja antar ULP dan SKPD, dan juga koordinasi ULP dengan LPSE 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

u 
L 

p 

Gambar 4.3 

Hubungan Kerja Dengan LPSE 

Pemanfaatan Ruang Bidding untuk download dan upload proses 
pemilihan: 

Pembelajaran oleh Tim LPSE terhadap perubahan aplikasi: 

Bantuan jika terjadi pcrmasalahan saat pembukaan tile penawaran dalam 
LPSE: 

Diskusi jika terjadi pcmiasalahan dalam SPSE. 

s 
E 

Menurut Kepala ULP, " setiap pelelangan wajib menggunakan SPSE, setiap 

awal tahun anggaran Bagian Administrasi Pembangunan biasanya membuat surat 

ke saatuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membuat atau menyusun 
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rencana umwn pengadaan (RUP). Bcrikutnyu setiap SKPD diminta untuk 

menunjuk salah seorang pegawai untuk menjadi operator. Nantinya operator akan 

diberi user id dan password untuk input rencana umum pengadaan. Sehingga 

setiap SKPD dapat menginput data rencana umum pengadaan pada sistem 

informasi rencana umum pengadaan". 

Adapun tampilan dalam LPSE Kabupaten Musi Rawas Utara yakni 

Pencarian 

KategOfl Semua 

No Nama Lelang Agency Tahap HPS 

Jasa Konsultan~1 Penga 1/Jasan Pembangunan Akaden-.1 Kornun1tas H~geri I lus1 Rav,· as Kabupaten Musi 255 Jt 
Utara Ra"\as Utara =· 0

·.' 
0

· 
0

-: 

Kategor : lasa Konsultan~ Sadan Usaha 

len:s Lelang : e-Seleks; Umum 

Metode : Prakuahfikas1 Satu Fie· B1aya Terendah 

Kategon : lasa Lainnya 

Jer::s Leiang : e-lelang Sederhana 

Metode : Pascakual1fikas1 Sa tu F1!e · S1stem Gugur 

Kategor· : Pengadaan Barang 

Jen1s Lelang : e-leiang Sederhana 

Metode : Pascakua~fikaSi Satu File · S:stem Gugur 

Kategor· : Pe~:er}:ian Kcinstru¥s1 

Jerns Ltiani; : e-lelang Pemil,h:::n Larigsung 

Metode : Pa:;cakuahfil-.aS15atu F1•e · S1s:tern GLigur 

: J;ia: ~.o:itrak : .t .1iai K;:.ntraY. belurn dibuat 

Kabupaten Mu~ 
Ra"": as Utar a 

Kabupa ten Mu9 
Ra·,-., as Utara 

Kabupa ten MUS! 
Rai" as !..1tar a 

684,5 Jt 

257,33 Jt 

377,36 Jt 

Sclanjutnya hubungan dengan SKPD dapat dilihat dalam gambar 4.4 

yakni: 
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Gambar 4.4 
Hubungan Kerja Dengan SKPD 

u ? Terlibat aktif dalam kegiatan desk anggaran; s 
? lkut dalam pengkajian ulang RUP,jika 

diundang 

L 
~ Secara rutin menyelenggarakan K 

pembinaan/koordinasi pengadaan barang/jasa 

terhadap Perangkat Organisasi Pengadaan pada p SKPD; 

p ~ Menyediakan layanan untuk konsultasi 

pengadaan. 
D 

Koordinasi terhadap kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Adapun hasil wawancara dengan Kepala ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 

mengenai hubungan kerja/ koordinasi dengan SKPD, "tentu saja kita 

berkoordinasi aktif dengan SKPD karena ULP sebagai wadah lelang harus 

berperan aktif untuk memverifikasi berkas yang sudah masuk dari SKPD terkait, 

jika berkas lengkap kita akan lanjut meneliti dan melaksanakan proses lelang, bila 

berkas tidak lengkap kita kembalikan lagi ke SKPD terkait". (wawancara, 15 

Maret 2016) 

Selanjutnya menurut Kepala ULP, "kita menyediakan layanan untuk 

konsultasi pengadaan, SKPD boleh menanyakan apa saja yang terkait dengan 

pengadaan barang/jasa dan berkonsultasi mengenai hal-hal yang belum dimengerti 

sehingga bisa menunjang kelengkapan pemberkasan dan tentunya pcke1jaan bisa 

cepat diselesaikan". (wawancara. 15 Maret 2016) 

Adapun yang dimaksud dengan point terlibat aktif dalam kegiatan desk 

anggaran yakni "ULP dalam sistematika anggaran membantu SKPD dalam 

penyusunan anggaran sesuai prosedur, contohnya paket pekerjaan diatas 250 juta 
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apa saja yang dibutuhkan, misalnya jumlah panitianya minimal 3orang, pejabat 

penerima hasil minimal 3 orang sehingga bisa membantu dalam perencanaan 

anggarannya". (wawancara, 15 Maret 2016) 

Koordinasi yang diterapkan harus 2 arah sehingga bisa terjalin hubungan 

kerja yang baik, sebagai ULP yang merupakan wadah dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah harus bisa membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan pengadaan kepada PA dan KP A. 

Secara rinci para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan selain ULP 

yakni : 

a. PA/KP A (Kuasa Pengguna Anggaran) tugas pokok : 

1) Menetapkan dan mengumumkan RUP; 

2) Mengawasi pelaksanaan anggaran; 

3) Menetapkan PPK, PPHP, Tim Teknis dan Tim Juri; 

4) Menetapkan pemenang pengadaan: 

• Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya > Rp l 00 milyar 

• Jasa konsultansi > Rp l 0 milyar 

5) Pelaporan keuangan; 

6) Menyimpan seluruh dokumen; dan 

7) Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat. 

b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) :pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa, tugas pokok: 

1) Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (spek teknis, HPS, rancangan 

kontrak); 

2) Menerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak; 
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3) Melaksanakan dan mengendalikan kontrak; 

4) Melaporkan kemajuan pekerjaan dan harnbatannya; 

5) Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan; dan 

6) Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan. 

c. PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) : panitia/pejabat yang ditetapkan 

oleh P NKP A yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, tugas 

pokoknya: 

l) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan kontrak; 

2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui 

pemeriksaan/pengujian; dan 

3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil 

Pekerjaan. 

d. Penyedia Barang/Jasa : badan usaha atau orang perseorangan yang 

menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya. Adapun 

syarat penyedia : 

1) Memiliki ijin usaha; 

2) Memiliki pengalaman/kemampuan teknis; 

3) Memperoleh sekurangnya satu pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun 

terakhir (dikecualikan bagi yang barn berdiri kurang dari tiga tahun); 

4) Memiliki sumber daya yang dipcrlukan dalam pengadaan; 

5) Dalam hal kemitraan, hams mempunyai perjanjian kerja sama operasi; 

6) Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan yang sesuai; 
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7) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) bagi usaha non-kecil untuk pekerjaan 

konstruksi dan jasa lainnya; 

8) Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa 

lainnya; 

9) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit; 

10) Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan dan laporan 

pajak 3 bulan terakhir; 

11) Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan 

konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; 

12) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak; 

13) Tidak masuk dalam daftar hitam; 

14) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan Jasa 

pengiriman; dan 

15) Menandatangani Pakta Integritas. 

5. Indikator Sikap Para Pelaksana 

Pada variabel sikap para pelaksana, menurut Varn Horn and Meter 

mempunyai indikator yang mempengaruhi yakni : struktur birokrasi, norma

norma dan pola hubungan. 

a. Struktur birokrasi yang ada pada ULP Kabupaten Musi Ra.was Utara bersifat 

ad hoc yakni menempel pada bagian Administrasi Pembangunan serta 

Kabupaten Musi Ra.was Utara dengan struktumya sebagai berikut 
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* Struktur 

BAGIAN ADM.PEMBANGUNAN 

KEPALA ULP 

SEKRET ARIS ULP 

STAF 

KELOMPOK KERJA I KELOMPOK KERJA II 

ST AF PENDUKUNG ST AF PENDUKUNG 

*Kedudukan 

Menempel pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Kepala bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Utara dalam wawancara membenarkan bahwa ULP Musi Rawas Utara saat ini 

masih bersifat ad hoc. "Ya benar, dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara 

Nomor 10 Tahun 2014 ULP yang dibentuk masih bersifat ad hoc belum bersifat 

permanen dan mengunduh pada bagian pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara". (wawancara, 15 Maret 2016) 

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala ULP Musi Rawas Utara yakni 

masih melekatnya ULP Musi Rawas Utara ini dan belum bersifat permanen, 

dalam artian permanen disini bisa setingkat kantor atau eselon III yang berbentuk 

kantor layanan pengadaan. "Ya betul belum permanen sesuai dengan Peraturan 

Bupati kita (Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014) masih 

mengunduh pada bagian pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara atau masih 

bersi fat ad hoc ". ( wawancara, 15 Maret 2016) 
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b. Norma-norma 

Pegawai ULP harus mempunyai kode etik yang harus diikuti yakni : 

1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab, 

profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan proses 

pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 

2. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat; 

3. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak 

yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan 

barang/jasa (conflict of interest); 

4. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan 

dalam pengadaan barang/jasa; 

5. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi, tidak 

menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau 

menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui 

atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. 

Selain kode etik Kepala ULP dan Sekretaris dan anggota ULP wajib 

mengikuti tugasnya masing-masing yang sudah tertera dalam Peraturan Bupati 

Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 dan anggota ULP harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a) Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 

b) Memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP; 
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d) Mcmahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; 

e) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya 

sebagai anggota ULP 

f) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi 

yang dipersyaratkan; 

g) Menandatangani pakta intregritas. 

Dan anggota kelompok kerja dilarang menduduki jabatan sebagai : 

a) PPK; 

b) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 

c) Bendahara; dan 

d) APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. 

Dalam menaati norma-norma yang ada tersebut sudah sesuai dengan amanat 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya dan Peraturan 

Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota pokja ULP, mereka 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, "kami bertindak sesuai dengan Tupoksi 

dan prosedur yang ada serta menaati SOP yang sudah ada". (wawancara, 16 Maret 

2016) 

Dan wawancara dengan Kepala ULP membenarkan adanya kode etik dan 

larangan bagi anggota pokja, "ya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan 

kami mempunyai kode etik dan larangan yang tertera dalam Peraturan Bupati 

Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 yakni Pasal 13 larangan menduduki 

42858.pdf 



77 

jabatan seperti : PPK, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, 

Bendahara dan APIP". (wawancara, 16 Maret 2016) 

c. Pola Hubungan 

Pola hubungan dalam pegawai ULP terjalin baik adapun pola kerja yang 

terarah mengikuti SOP dan Tupoksi, akan tetapi menjadi tantangan tersendiri bagi 

pegawai yang menerapakan pada instansi lainnya, karena pegawai yang ada dalam 

ULP juga bekerja pada instansi/ dinas lainnya : 

Tabet 4.4 
Daftar Nama Anggota ULP dan Dinas 

NO NA.MA /NIP 
JABATAN 

DALAM ULP 

I 2 3 

1. 
M. KURNIA WAN, SE 

ANGGOTA 
NIP. 19791003 200604 I 009 

2. W AHYU ISLAM!, ST 
ANGGOTA 

NIP. 19800331 201101 I 003 
3. YUL! SARTIKA, ST 

ANGGOTA 
NIP. 19910207 201504 I 001 

4. 
NELLY HARY ANTI, S. Kep. Ners 

ANGGOTA 
NIP. 19800416 2011012004 

5. 
ARDIANSY AH, S. Korn 

ANGGOTA 
NIP. 19811009 201504 I 001 

6. 
A. INSAN SETIA WAN B, ST 

ANGGOTA 
NIP. 19801203 200603 I 016 

7. ABDUL RONI, S. HUT 
NIP. 19760418 199803 I 004 ANGGOTA 

8. MIKE HERLIY A NINGSIH, A. Md 
ANGGOTA NIP. 19900222 201504 2 004 

9. 
BAMBANG ARDIANSY AH, S. Korn 

ANGGOTA 
NIP. 19870521 201504 I 001 

10. 
AHY ARUDDIN, SE 

ANGGOTA 
NIP. 19800426 200801 I 003 

11. 
IMAM AMANDA, SH 

ANGGOTA 
NIP. 19860109 201504 I 002 

12. 
AGUSTINUS TRIATMOJO, ST 

ANGGOTA 
NIP. 19810828 201504 I 001 

13. 
BUDIMAN, ST 

ANGGOTA 
NIP. 19860102 201504 I 001 

14. 
MUHAMMAD, ST 

ANGGOTA 
NIP. 19810422 201504 I 001 

15. 
RIA CITRA RAMA SHINT A 

ANGGOTA 
NIP. 198706212015042 001 

Sumber: SK Keputusan Bupati Musi Rawas Utara 
Nomor: 178/KPTSNII/MRU/2015 

DINAS 

4 

BPMPT Kabupaten Musi Rawas 

Utara 

Bagian Humas dan Protokol 

Dinas Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Dinas PU 

Dinas PU 

Bagian Pernbangunan Sekretariat 
Daerah Musi Rawas Utara 

Dinas PU 

Dinas PU 

Bagian Pernbangunan 

Sekretariat Dewan Musi Rawas 
Utara 

Dinas Pertambangan 

Dinas Pertambangan 

Dinas Pertambangan 

Dinas kesehatan 
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Masing-masing harus ditentukan keaktifannya kedisiplinannya dalam proses 

pelelangan sehingga bisa terkoordinasi dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Kepala Bagian Pembangunan, 

membenarkan bahwa " pola rekruitmen anggota ULP pada tahun 2015, bagian 

administrasi pembangunan mengumpulkan mereka yang memiliki sertifikasi 

keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP dan 

biasa terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa disetiap SKPD untuk 

membantu menyusun draf ULP. Sehingga terseleksilah 15 orang untuk menjaadi 

anggota kelompok kerja ULP, yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Musi 

Rawas Utara No 178/KPTSNII/MRU/2015. 

6. Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 

perlu dukungan dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Seperti yang telah 

disampaikan Van Horn dan Van Meter, indikator lingkungan ekonomi, sosial dan 

politik meliputi/ dipengaruhi sumber daya ekonomi lingkungan yang mendukung 

dan dukungan kelompok kepentingan. 

Dalam proses lelang bisa saja terjadi penyimpangan/persekongkolan 

terhadap penyedia barang/jasa seperti yang termaktub dalam Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 perbuatan/tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan 

sanksi adalah : 

a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/ pihak 

lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun 

tidak langsung guna memenuhi keingninannya yang bertentangan dengan 
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ketentuan dan proscdur yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/jasa lain untuk 

mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau 

meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; 

c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang 

tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang 

ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; 

d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau 

mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja 

ULP/Pejabat Pengadaan; 

e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesua1 dengan Kontrak secara 

bertanggung jawab; dan/atau 

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 

(3), ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam penggunaan Barang/jasa 

produksi dalam negeri. 

Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa: 

a. Sanksi administrative 

b. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam 

c. Gugatan secara perdata 

d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang 
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Adapun indikasi persekongkolan antara lain : 

a. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, 

analisis pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang 

ditawarkan (merek, tipe, jenis) I dukungan teknis; 

b. Seluruh penawaran dari penyedia barang/jasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu 

kendali; 

d. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ 

kesalahan pengetikan, susunan dan format tulisan; dan 

e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri 

yang berurutan. 

Persekongkolan ini bisa sa3a menghasilkan barang/jasa pemerintah yang 

baik, atau asal-asalan. Adanya dukungan dari pihak kepentingan sangat 

dibutuhkan untuk mendapatkan barang/jasa pemerintah yang kompeten terlebih 

lagi Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai DOB yang merasa perlu untuk 

membangun daerah yang tertinggal dengan hasil dari lelang dalam pengadaan 

barang/jasa yang terbaik. 

Menurut Kepala ULP, "dalam proses lelang bisa saja semua kemungkinan 

terjadi akan tetapi kita berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dan sesuai 

dengan SOP yang telah ada sehingga meminimalisir kecurangan yang ada". 

(wawancara, 15 Mareet 2016) 

Hal yang sama disampaikan oleh sekretaris ULP bahwa "selama peoses 

pengadaan barang/jasa pemerintah kami menjalankan semua proses sesuai 

prosedur baik dari Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 
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ataupw1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Hal-hal yang kita pedomani 

kita jalankan sehingga sampai saat ini belurn ada dari pihak penyedia barang/jasa 

yang terkena sanksi, berj alan la.near". ( wawancara, 15 maret 2016) 

Begitu juga yang disampaikan oleh anggota pokja ULP. "kami bekerja 

dengan berpedoman pada aturan walaupun ada tekanan dari pihak tertentu kami 

harus tetap profesional karena SOP yang ada harus ditaati dan lebih baik untuk 

diri kita sendiri karena menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan kedepannya". 

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus didukung dengan 

kepentingan yang positif dalam artian bisa membangun Kabupaten Musi Rawas 

Utara dengan baik sehingga sebagai DOB kabupaaten Musi Ra.was Utara bisa 

mengejar ketertinggalan yang ada. 

C. Pembahasan 

Berikut akan dibahas mengenai keberhasilan implementasi Peraturan Bupati 

Musi Rawas Utara Nomor I 0 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layana 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk 

menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu bagaimana keefektivan 

pelaksanaan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014, kedua 

faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan 

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunkan teori Van Hom dan Van Meter 

yang mengemukakan 6 variabel yang terkait pada keberhasilan implementasi 

Peraturan Bupati Musi Ra.was Utara dalam pembentukan Unit Layanan 

Pengadaan Kabupaten Musi Ra.was utara yakni sebagai berikut: 
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1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan adapun indikator yang digunakan 

terkait dengan keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Utara 

dalam pembentukan ULP adalah standard dan arah kebijakan. Dalam standard dan 

arah kebijakan, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 sudah 

sesuai dengan petunjuk dan pedoman peraturan diatasnya yakni Peraturan Kepala 

LKPP Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, 

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pembangunan Nomor 

35 Tahun 2012. Peneliti mewawancarai Kepala Bagian Pembangunan selaku 

bagian yang ditempel oleh ULP Kabupaten Musi Rawas Utara melihat kedudukan 

ULP Musi Rawas Utara yang masih bersifat ad hoc atau menempel pada bagian 

pembangunan Sekretariat Daerah Musi Rawas Utara. 

Selanjutnya juga dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 

Tahun 2014 dijelaskan tugas ULP Musi Rawas Utara, dan tujuan pembentukan 

ULP Musi Rawas Utara yakni efisien, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, 

dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Dan juga menurut Kepala ULP Musi Rawas Utara selain Tupoksi yang jelas 

dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014, proses 

pengadaan barang/jasa harus taat pada SOP dan peraturan yang ada. Kejelasan isi 

peraturan Bupati sudah bisa dipahami. 

2. Sumber-Sumber Kebijakan 

Adapun untuk variabel sumber-sumber kebijakan yakni dilihat dari 

indikator sumber daya manusia, biaya dan waktu. Dalam indikator sumber daya 
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manusia, ULP dalam merekrut personilnya harus disesuaikan dengan syarat 

adanya sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP 

yang telah mengikuti tes dan dinyatakan lulus oleh LKPP. 

Sertifikasi keahlian ini berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 

2010 mempunyai jenjang keahlian yakni, sertifikasi keahlian tingkat 

pertama/dasar, sertifikasi keahlian tingkat menengah, dan sertifikasi keahlian 

tingkat lanjut. Dalam wawancara dengan Kepala ULP Musi Rawas Utara 

menyebutkan bahwa sebanyak 15 orang anggota kelompok kerja sudah lulus 

seleksi dan memiliki sertifikat pengadaan. Dengan kompetensi yang ada dan 

keahlian dibidang barang/jasa pemerintah sangat menunJang dalam proses 

pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Selanjutnya indikator biaya, yang dimaksud dengan biaya yakni 

insentif/honorarium yang diterima anggota ULP Musi Rawas Utara berdasarkan 

SK Bupati Musi Rawas Utara Nomor 178/KPTSNII/MRU/2015 disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang standard biaya 

masukan. Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMKD.2/2015 tentang 

standard biaya masukan tahun 2016, honorarium yang diterima disesuai dengan 

pagu paket pengadaan yang ada. Hasil dari wawancara dengan Sekretaris ULP 

Musi Rawas Utara membenarkan bahwa honorarium anggota ULP Musi Rawas 

Utara disesuaikan dengan standard biaya masukan dari Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 65 Tahun 2015. 

Pada indikator waktu, dalam hal ini jadwal lelang disesuaikan dengan SOP 

yang mekanisme penyampaian dokumen. Menurut Kepala ULP Musi Rawas 
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Utara SKPD menyampaikan dokumen RPP untuk paket yang akan dilelang dan 

akan diverifikasi jika lengkap akan masuk proses lelang. 

Paket pelelangan terdiri dari: pekerjaan konstruksi, pekerjaan konsultan, 

pekerjaan pengadaan barang, dan pekerjaan jasa lainnya. Jika Dokumen RPP telah 

diperiksa kelayakan untuk dilelangkan maka pokja mengundang SKPD untuk 

melaksanakan rapat pemilihan penyedia barang/jasa dan proses lelang dilakukan 

dengan menggunakan SPSE. 

3. Ciri-Ciri Sifat Badan Pelaksana 

Pada variabel ciri-ciri sifat badan pelaksana dalam hal ini ciri dari ULP 

Kabupaten Musi Rawas Utara yakni berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 95 Tahun 2014 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, ULP Musi 

Rawas Utara termasuk Tipe A yakni berada pada bagian disekretariat daerah 

(bagian pembangunan) yang bersifat ad hoc. 

Adapun wawancara dari Kepala ULP Musi Rawas Utara, susunan organisasi 

dalam ULP Musi Rawas Utara terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Ketatausahaan/ Sekretariat; 

c. Kelompok Kerja; dan 

d. Staf Pendukung. 

Yang dibagi menjadi 2 kelompok kerja yakni Pokja 1 dan Pokja 2, yang 

masing-masing mempunyai Tupoksi dan membantu dalam pelelangan diinstansi 

terkait. 
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4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan-Kegiatan 

Pelaksanaan 

Pada variabel komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan 

pelaksanaan, adapun indikatomya koordinasi antar ULP dengan SK.PD dan LPSE 

serta beberapa pihak terkait dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Adapun hasil wawancara dengan Kepala ULP Musi Rawas Utara: 

a. Koordinasi dengan LPSE/SPSE yakni : 

• Pemanfaatan ruang bidding untuk download dan upload proses pemilihan; 

• Pembelajaran oleh Tim LPSE terhadap perubahan aplikasi; 

• Bantuan jika terjadi permasalahan saat pembukaan file penawaran dalam 

SPSE; 

• Bantuan untuk mengkomunikasikan dengan LKPP jika terjadi gangguan 

pada jaringan; dan 

• Diskusi jika terjadi permasalahan dalam SPSE. 

b. Koordinasi dengan SK.PD : 

• Terlibat aktif dalam kegiatan dengan anggaran; 

• lkut dalam pengkajian ulang RUP, jika diundang; 

• Secara rutin menyeknggarakan pembinaan/ koordinasi pengadaan 

barang/jasa terhadap perangkat organisasi pengadaan pada SKPD; dan 

• Menyediakan layanan untuk konsultasi pengadaan. 

c. Adapun pihak yang terlibat dalam proses pengadaan: 

• PA (Pengguna Anggaran) I KPA (Kuasa Pengguan Anggaran); 

• PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); 
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• PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan); dan 

• Penyedia Barang/Jasa. 

5. Sikap Para Pelaksana 

Pada variabel sikap para pelaksana ini, dipengaruhi oleh indikator struktur 

birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan. Struktur birokrasi ULP Kabupaten 

Musi Rawas Utara belum bersifat permanen masih bersifat ad hoc. Dari hasil 

wawancara dengan Kepala ULP, pada indikator norma-norma dalam ULP 

Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai kode etik yang harus diikuti dan 

larangan yang sudah tertera dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 

Tahun 2014 yakni anggota kelompok kerja dilarang menduduki jabatan sebagai : 

a) PPK; 

b) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 

c) Bendahara; dan 

d) APIP terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. 

Sedangkan pada indikator pola hubungan, menurut Kepala bagian 

Pembanguan, anggota pokja terdiri dari 15 orang yang mempunyai sertifikat 

dikeluarkan oleh LKPP yang juga mempunyai dinas masing-masing. Setiap 

anggota dittmtut keaktifannya dan disiplin dalam proses pelelangan pengadaan 

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Pada variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sebagai Daerah 

Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dituntut untuk mengejar 

ketertinggalannya dengan adanya dukungan dari kelompok kepentingan yang ada 
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bisa rm:mlapatkan barang/jasa pcmcrintah yang sesuai dengan kompetensi yang 

ada. 

Ada.pun dalam pengadaan barang/jasa bisa terjadi peny1mpangan, akan 

tetapi menurut Kepala ULP Musi Rawas Utara proses pengadaan barang/jasa 

sudah sesuai dengan aturan yang ada dan berpedoman dengan aturan yang ada 

baik Peraturan Bupati Musi Ra.was Utara Nomor 10 Tahun 2014 maupun 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. 

7. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan 

Ada.pun faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi Peraturan 

Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 adalah: 

a. Konsistensi pegawai yang ta.at pada aturan dan SOP membuat ULP bisa 

bekerja dengan baik. 

b. Standard dan a.rah kebijakan yang jelas membuat anggota pokja ULP Musi 

Rawas Utara bisa memahami Tupoksinya ma.sing-ma.sing. 

c. Honorarium yang disesuaikan dengan standard biaya masukan pada Peraturan 

Menteri Keuangan N om or 65/PMD K.2/2015 memberikan semangat <la.lam 

bekerja. 

d. Lingkungan kerja yang kondusif, dengan kekompakan ma.sing-ma.sing pokja 

bisa menciptakan solidaritas kerja bagi ULP Kabupaten Musi Ra.was Utara. 

e. ULP Musi Ra.was Utara masih bersifat ad hoc perlu peningkatan status dalam 

sifat badan pelaksanaannya yakni bersifat permanen (tetap) yang setara dengan 

kantor a.tau esselon 3 yang berbentuk Kantor Layanan Pengadaan. 

f. Koordinasi antara ULP dan SKPD masih perlu ditingkatkan supaya jadwal 

lelang bisa cepat dan tepat waktu, SKPD dituntut aktif untuk berkonsultasi 
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supaya tidak terjadi miskomunikasi dan melengkapi berkas RPP untuk 

diverifikasi. 

g. Kompetensi sumber daya manusia anggota ULP perlu ditingkatkan dan perlu 

awas terhadap perpanjangan masa berlaku sertifikat ahli pengadaan yang hams 

berkoordinasi dengan LKPP di Jakarta. 

h. Pola hubungan antara anggota pokja lainnya, anggota ULP hams 

mensinergikan waktu kebersamaan dalam menuntaskan proses lelang dan tak 

jarang harus melemburkan pekerjaannya, sehingga pelelangan bisa berjalan 

lancar. 

1. Sumber daya manusia masih kurang. 

J. Beban kerja yang berlebih karena hams menambah hari kerja pada hari libur. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini : 

1) Implementasi Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 

tentang pembentukan ULP Musi Rawas Utara dengan cara proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah Kabupten Musi Rawas Utara dari ukuran dan tujuan 

kebijakan dilihat dengan implementasi kebijakan sesuai dengan SOP ULP, 

meskipun volume beban kerja dan aparatur yang berkompeten dan bersertifikat 

masih belum seimbang. Dari sifat badan pelaksananya termasuk Tipe A yang 

melekat pada bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Musi Rawas Utara, 

komunikasi yang terjalin antara ULP dan LPSE, ULP dan SKPD, ULP dan 

pihak yang terlibat pengadaan sudah cukup baik, sikap para angota pokja sudah 

sesuai etika dan SOP yang ada, serta dukungan dari Tim kepentingan yang 

berjalan dengan tertib, belum ada yang di backlist dalam lelang barang/jasa 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

2) Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi Peraturan Bupati 

Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014: 

a. Sikap profesional yang taat pada aturan dan SOP membuat ULP bisa 

bekerja dengan baik. 

b. Standard dan arah kebijakan yang jelas membuat anggota pokja ULP Musi 

Rawas Utara bisa memahami Tupoksinya masing-masing. 
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c. Honorarium yang disesuaikan dengan standard biaya masukan pada 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMDK.2/2015 memberikan 

semangat dalam bekerja. 

d. Lingkungan kerja yang kondusif, dengan kekompakan masing-masing pokja 

bisa menciptakan solidaritas kerja bagi ULP Kabupaten Musi Rawas Utara. 

e. ULP Musi Rawas Utara masih bersifat ad hoc sehingga setara dengan 

kantor atau esselon 3 yang berbentuk Kantor Layanan Pengadaan. 

f. Koordinasi antara ULP dan SKPD komunikasi perlu ditingkatkan supaya 

jadwal lelang bisa cepat dan tepat waktu, SKPD dituntut aktif untuk 

berkonsultasi dan melengkapi berkas RPP untuk diverifikasi. 

g. Kompetensi sumber daya manusia anggota ULP perlu ditingkatkan dan 

perlu awas terhadap perpanjangan masa berlaku sertifikat ahli pengadaan 

yang harus berkoordinasi dengan LKPP di Jakarta. 

h. Pola hubungan antara anggota pokja lainnya, anggota ULP harus 

mensinergikan waktu kebersamaan dalam menuntaskan proses lelang dan 

tak jarang harus melemburkan pekerjaannya, sehingga pelelangan bisa 

berjalan lancar. 

B. Saran 

Berkaitan dengan implementasi dalam pembentukan ULP Kabupaten Musi 

Rawas Utara, hal-hal yang perlu direkomendasikan yakni : 

1. Jumlah aparatur yang berkompeten dan berscrtifikat harus seimbang dengan 

volume beban kerja. 

2. Harus ada Tupoksi yang lebih terperinci sehingga sikap profesional bisa 

terjaga. 
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3. Ilarus ada pctunjuk pclaksnnn dnn petunjuk teknis yang terperinci dalam SOP 

setiap kebijakan. 

4. Remunerasi ditingkatkan dan dibayarkan tepat waktu supaya semangat kerja 

terjaga. 

42858.pdf 



DAFT AR PUST AKA 

Buku 

Adi Nugroho. 2011. Perancangan dan lmplementasi Sistem Basis Data. 
Y ogyakarta: CV. Andi Ofixel. 

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar KebijakPublik. Bandung: CV. Alfabeta. 

Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Y ogyakarta: Penerbit 
Media Pressindo. 

Budi Winarno. 2014. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus, Edisi 
Revisi Terbaru. Jakarta: Center of Academic Publishing Service. 

Islamy, M. Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: 
Sinar Grafika. 

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit 
Remaja Rosdakarya. 

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, lmplementasi, dan Evaluasi. 
Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. 

Solichin, Abdul Wahab. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke 
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 

Solichin, Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijakan I. Jakarta: Haji Mas Agung. 

Solichin, Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke 
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 

Subarsono, A.G. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Y ogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Subarsono, A.G. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi 
Y ogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sutrisno Hadi. 2001. Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Publisher. 

Suggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar 
Grafika. 

92 

42858.pdf 



Dokumen dari Internet 

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang Jasa. Diambil 10 januari 2016, dari situs World 
Wide Web: www. bppk.kemenkeu. go. id/publi kasi/artike 1114 7-artikel-anggaran
dan-perbendaharaan/19693-artikcl-prinsip-prinsip-pengadaan-baran!!-jasa-apakah
harus-dipedomani 

Dokumen Lain 

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 
Musi Rawas Utara. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2009 Jo to Peraturan Kepala LKPP 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang ULP. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMDK.2/2015 tentang Standard 
Biaya Masukan 2016. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan ULP Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 
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LAMPIRAN I 

PEDOMAN WA WANCARA 

1. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

a. Apakah Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 sudah 

sesuai dengan pedoman yang ada tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 

? 

b. Bagaimana ukuran dan tujuan dari Peraturan Bupati Musi Rawas Utara 

Nomor 10 Tahun 2014? Apakah 1smya sudah jelas sesuai tidak 

menimbulkan ambiguitas ? 

c. Bagaimana pola rekruitmen anggota Kelompok Kerja ULP Kabupaten Musi 

Rawas Utara? 

d. Apakah ke-15 orang tersebut mempunyai sertifikat pengadaan ? 

e. Bagaimana Honorarium yang didapat oleh anggota Kelompok Kerja ULP 

Kabupaten Musi Rawas Utara? 

f. Bagaimana sifat dari ULP Kabupaten Musi Rawas Utara? 

2. Kepala ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 

a. Bagaimana standard dan arah kebijakan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara 

Nomor 10 Tahun 2014, apakah sudah jelas ? 

b. Apa saja Tupoksi sebagai Kepala ULP Kabupaten Musi Rawas Utara? 

c. Bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh anggota Pokja ULP Kabupaten 

Musi Rawas Utara? 

d. Apakah honor yang diterima sudah sesuai ? 
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e. Bagaimana proses dan jadwal lelang ? 

f. Apakah ULP bersifat permanen atau ad hoc ? 

g. Bagaimana struktur birokrasi yang ada dalam ULP Kabupaten Musi Rawas 

Utara? 

h. Apakah ada larangan bagi anggota Pokja ULP Kabupaten Musi Rawas 

Utara? 

i. Bagaimana hubungan kerja antar anggota Pokja ULP Kabupaten Musi 

Rawas Utara ? 

J. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara ULP dengan LPSE dan ULP 

dengan SKPD lainnya ? 

k. Pihak mana saja yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa? 

I. Bagaimana dengan dukungan kelompok kepentingan ? 

m. Apakah bisa mendukung proses pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara? 

n. Apa saja yang bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa? 

3. Sekretaris ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 

a. Bagaimana sumber daya manusia yang ada dalam ULP, apakah sudah 

berkompeten di bidangnya ? 

b. Bagaimana honorarium yang diterima ? apakah sudah sesuai ? 

c. Bagaimana proses lelang dalam pengadaan barang/jasa ? 

d. Apa saja yang menjadi Tupoksi Sekrerariat ULP ? 

e. Bagaimana dukungan kelompok kepentingan terhadap pengadaan 

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara? 
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4. Anggota Kelompok Kerja 

a. Apakah saudara mempunyai sertifikat pengadaan ? 

b. Bagaimana cara mendapatkannya ? 

c. Apa saja yang menjadi Tupoksi sebagai anggota Pokja ULP Kabupaten 

Musi Rawas Utara ? 

d. Bagaimana proses lelang pengadaan barang/jasa? 

e. Apakah honor yang diterima sudah sesuai ? 

f. Apakah ada pengaruh dari kelompok tertentu dalam pengadaan barang/jasa 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ? 

5. Staf Pendukung 

a. Bagaimana Tupoksi anda sebagai staf pendukung ? 
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No Nama Informan 

1. Daftar Pertanyaan 

Daftar Jawaban 

LAMPIRAN II 

HASIL WAWANCARA 

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Musi 
Rawas Utara 
A. Pri Kumia F, S.T, M.T 

a. Apakah Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 
10 Tahun 2014 sudah sesuai dengan pedoman yang 
ada tentang pengadaan barang/jasa pemerintah? 

b. Bagaimana ukuran dan tujuan dari Peraturan Bupati 
Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014? Apakah 
isinya sudah jelas sesua1 tidak menimbulkan 
ambiguitas ? 

c. Bagaimana pola rekruitmen anggota Kelompok Kerja 
ULP Kabupaten Musi Rawas Utara? 

d. Apakah ke-15 orang tersebut mempunyai sertifikat 
pengadaan? 

e. Bagaimana Honorarium yang didapat oleh anggota 
Kelompok Kerja ULP Kabupaten Musi Rawas Utara ? 

f. Bagaimana sifat dari ULP Kabupaten Musi Rawas 
Utara? 

a. Ya, sudah sesuai dengan peraturan yang ada meliputi : 
• Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 
• Peraturan Menteri Pembangunan Nomor 35 Tahun 

2012 tentang standard operational prosedur 
administrasi pemerintah. 

• Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015 
tentang ULP 

• Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
RUP barang/jasa pemerintah. 

• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
jo to Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. 

• Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 
ten tang e-T endering. 

b. Ukuran dan tujuan Peraturan Bupati Musi Rawas 
Utara Nornor 10 Tahun 2014 sudah jelas dan dalarn 

pernbentukan ULP. 
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NO Nama Informan 

c. Kita mengurnpulkan PNS yang telah memiliki sertifikat 
pengadaan barang/jasa untuk selanjut disusun dalam 
anggota pokja ULP Musi Rawas Utara yang sesuai dengan 
SK Bupati Musi Ra was Utara Nomor 
l 78/KPTSNII/MRU/2015 tentang susunan perangkat ULP 
Kabupaten Musi Rawas Utara yang terdiri dari 15 orang. 

d. Ya, sudah punya. 

e. Sesuai dengan SK Bupati bahwa honorarium disesuaikan 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
65/PMDK.2/2015 tentang standard biaya masukan tahun 
2016. 

f. Sifat dari ULP saat m1 masih bersifat ad hoc atau 
menempel pada bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 
Musi Rawas Utara. 

Kepala ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 
A. Insan Setiawan B, ST 

2. Daftar Pertanyaan a. Bagaimana standard dan arah kebijakan Peraturan Bupati 
Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014, apakah sudah 
jelas? 

b. Apa saja Tupoksi sebagai Kepala ULP Kabupaten Musi 
Rawas Utara ? 

c. Bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh anggota Pokja 
ULP Kabupaten Musi Rawas Utara ? 

d. Apakah honor yang diterima sudah sesuai ? 
e. Bagaimana proses dan jadwal lelang ? 
f. Apakah ULP bersifat permanen atau ad hoc? 
g. Bagaimana struktur birokrasi yang ada dalam ULP 

Kabupaten Musi Rawas Utara? 
h. Apakah ada larangan bagi anggota Pokja ULP Kabupaten 

Musi Rawas Utara? 
i. Bagaimana hubungan kerja antar anggota Pokja lJLP 

Kabupaten Musi Rawas Utara ? 

J. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara lJLP dengan 
LPSE dan ULP dengan SKPD lainnya? 

k. Pihak mana saJa yang terlibat dalam pengadaan 
barang/jasa ? 

l. Bagaimana dengan dukungan kelompok kepentingan ? 

m. Apakah bisa mendukung proses pengadaan barang/jasa di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ? 
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Daftar Jawaban 

n. Apa saja yang bisa menjadi penghamh::it dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa? 

a. Sudah jelas, sebagai wadah bagi ahli-ahli pengadaan 

yang mempunyai sertifikat didalamnya untuk 
melakukan proses pengadaan baranag/jasa pemerintah 
sesuai dengan aturan yang ada dan SOP yang telah ada 
standard dan arah kebijakan yang berawal dari dasar 
hokum yang jelas. 

b. Adapun Tupoksi Kepala ULP dalam Peraturan Bupati 
Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 yakni: 
• Fasilitas persiapan dan pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa; 
• Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi 

seluruh kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa; 
dan 

• Pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis dan 
administrasi ULP dan hasil pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa oleh Kelompok Kerja kepada Sekretaris 
Daerah. 

c. Semua anggota kelompok kerja memiliki sertifikat 
keahlian yang dikeluaarkan oleh LKPP, sumber daya 
manusia yang ada dalam ULP Kabupaten Musi Rawas 
Utara sebanyak 15 orang lulus seleksi dan memiliki 
sertifikat pengadaan. 

d. Ya, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 65/PMDK.2/2015 tentang standard biaya 
masukan 2016. 

e. -SKPD mengirim file dokumen RPP untuk paket yang 
akan dilelang/ diseleksi ke email Sekretariat ULP, 
kemudian penyampaian paket tersebut dalam bentuk 
hardcopy dan softcopy yang ada, dengan pertimbangan 
PPK/SKPD bahwa verifikasi berkas RPP diserahkan 
kepada ULP dalam 8 hari kerja setelah berkas 
dinyatakan lengkap oleh anggota Pokja ULP. 
-Proses !clang mengikuti SOP yang ada sehingga SKPD 
terkait j ika tidak lengkap bisa memperlambat proses 
yang ada, harus aktif sehingga kelengkapan berkas bisa 
ditindak lanjuti untuk proses lelang dan tentunya bisa 
masuk untuk diumumkan paket lelanganya. 

f. ULP Musi Rawas Utara sesuai dengan pedoman 
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 
2014 bersifat ad hoc be I um permanen. 
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g. Struktur yang ada yakni : 

1. Kepala 

2. Ketatausahaan/ Sekretariat 

3. Kelompok Kerja 

4. Staf Pendukung 

h. Ya, ada larangan : 

• PPK; 

• Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM); 

• APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ 

anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 

dibutuhkan instansinya. 

1. Koordinasi ULP dengan LPSE : 

• Pemanfaaatan ruang bidding untuk download dan 

upload proses pemilihan; 

• Pembelajaran oleh Tim LPSE terhadap perubahan 

aplikasi; 

• Bantuan jika terjadi permasalahan saat pembukaan 

file penawaran dalam SPSE; 

• Bantuan untuk mengkoordinasikan dengan LKPP 

jika terjadi gangguan padajaringan; dan 

• Diskusi jika terjadi permasalahan dalam SPSE. 

J. Koordinasi ULP dengan SKPD: 

• Terlibat aktif dalam kegiatan desk anggaran; 

• lkut dalam pengkajian ulang RUP,jika diundang; 

• Secara rutin menyelenggarakan pembinaan/ 

koordinasi pengadaan barang/jasa terhadap 

Perangkat Organisasi Pengadaan pada SKPD; dan 

• Menyediakan layanan untuk konsultasi pengadaan. 

k. Pihak yang terlibat yakni : 

1. PA/KPA; 

2. PPK; 

3. PPHP; dan 

4. Penyedia Barang/Jasa. 

I. Semua mendukung, belum ada penyampaian. Dalam 

proses lelang bisa saJa semua kemungkinan terjadi 

tetapi kita berpedoman pada aturan yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan SOP yang ada sehingga 

meminimalisir kecurangan yang ada. 

m. Ya bisa 

n. Yang bisa menjadi penghambat: 
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• ULP Musi Rawas Utara masih bersifat ad hoc perlu 
peningkatan status dalam sifat badan pelaksanaannya 

yakni bersifat permanen (tetap) yang setara dengan 
kantor atau esselon 3 yang berbentuk Kantor 
Layanan Pengadaan. 

• Koordinasi antara ULP dan SKPD masih harus 
ditingkatkan supaya jadwal lelang bisa cepat dan 
tepat waktu, SKPD dituntut aktif untuk berkonsultasi 
dan melengkapi berkas RPP untuk diverifiasi. 

• Kompetensi sumber daya manusia anggota ULP 
perlu ditingkatkan dan perlu awas terhadap 
perpanjangan masa berlaku sertifikat ahli pengadaan 
yang harus berkoordinasi dengan LKPP di Jakarta. 

• Pola hubungan antara anggota pokja lainnya, 
anggota ULP harus mensinergikan waktu 
kebersamaan dalam menuntaskan proses lelang dan 
tak Jarang harus melemburkan pekerjaannya, 
sehingga pelelangan bisa berjalan lancar. 

• Adanya tekanan dari kelompok kepentingan 
menuntut anggota pokja harus tampil profesional 
sesuai dengan v1s1, m1s1 ULP dan Tupoksinya 

. . 
masmg-masmg. 

No Nama Informan Sekretaris ULP Kabupaten Musi Rawas Utara 
Abdul Roni, S. Hut 

3. Daftar a. Bagaimana sumber daya manusia yang ada dalam ULP, 
Pertanyaan apakah sudah berkompeten di bidangnya ? 

Daftar Jawaban 

b. Bagaimana honorarium yang diterima ? apakah sudah 
sesuai? 

c. Bagaimana proses lelang dalam pengadaan barang/jasa 
') 

d. Apa saja yang menjadi Tupoksi Sekrerariat ULP? 
e. Bagaimana dukungan kelompok kepentingan terhadap 

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas Utara? 

a. Ya sudah berkompeten 
b. Ya sudah sesuai dengan standard biaya masukan 

Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMDK.2/2015 
honor yang diterima berdasarkan paket pengadaan. 

c. Dalam proses lelang, Sekretaris ULP menyerahkan 
lembar disposisi dengan surat penguasaan Pokja kepada 
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Kepala ULP , apabila Kepala ULP berhalangan, maka 
dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretariat ULP. 

d. Yang menjadi Tupoksi Sekretariat ULP yakni : 
a. Penyusunan bahan fasilitas, koordinasi, 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 

b. Pelaksanaan pifiata usahaan dan kesekretariatan 
ULP; 

c. Fasilitas pengkoordinasian proses pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa dengan SKPD; 

d. Fasilitas pengkoordinasian penyediaan sarana dan 
prasarana penunJang pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa secara manual dan elektronik; 

e. Fasilitas pengkoordinasian pengalokasian sumber 
daya manusia dan Kelompok Kerja/Tim/Panitia 
Pengadaan Barang/Jasa; 

f. Penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang 
akan dilelang dari seluruh SKPD, dengan nilai : 
l) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa 

lainnya, diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah); 

2) Pengadaan Jasa konsultasi, diatas Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

g. Pemilihan dan pendistribusian kegiatan kepada 
seluruh Kelompok Kerja. 

e. Selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah kami 
menjalankan semua proses sesuai prosedur baik dari 
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor l 0 Tahun 
2014 ataupun Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012. Hal-hal yang kita pedomani kita jalankan 
sehingga sampai saat ini belum ada dari pihak penyedia 
barang/jasa yang terkena sanksi, berjalan lancar. 

No Nama lnforman Anggota Kelompok Kerja 
Bambang Ardiansyah, S. Korn 

4. Daftar a. Apakah saudara mempunyai sertifikat pengadaan? 

Pertanyaan b. Bagaimana cara mendapaatkannya ? 
c. Apa saja yang menjadi Tupoksi sebagai anggota Pokja 

ULP Kabupaten Musi Rawas Utara ? 
d. Bagaimana proses lelang pengadaan barang/jasa? 
e. Apakah honor yang diterima sudah sesuai ? 
f. Apakah ada pengaruh dari kelompok tertentu dalam 

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten MuSi Rawas Utara? 
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Daftar Jawaban a. Ya 

b. Mengikuti tes pengadaan barang/jasa dan dinyatakan 
lulus, sertifikat dikeluarkan oleh LKPP. 

c. Adapun Tupoksi anggota pokja sesuai Peraturan Bupati 
Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2014 yakni: 

• Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab 
dalam melaksanakan tugas; 

• Memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

• Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi 
tugas ULP; 

• Memahami is1 dokumen, metoda dan prosedur 
pengadaan; 

• Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat 
yang menetapkannya sebagai anggota ULP; 

• Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; 

• Menandatangani Pakta lntegritas. 
d. Kami memverifikasi berkas yang masuk untuk diteliti 

kelengkapannya dan ditindak lanjuti ke proses 
lelangnya. 

e. Ya, kami menerima honor dari tiap paket sesuai dengan 
yang ada dalam SK Bupati yakni sesum dengan 
standard biaya masukan yang ada. 

f. Ya ada, kami bekerja dengan berpedoman pada aturan 
walaupun ada tekanan dari pihak tertentu kami harus 
tetap professional, SOP yang harus ditaati untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

No Nama Informan Staf Pendukung 

5. Daftar 
Pertanyaan 
Daftar Jawaban 

Mirwansyah 

a. Bagaimana Tupoksi anda sebagai staf pendukung ? 

a. Tupoksi yang ada yakni : 

• Penyusunan kebijakan terkait dengan pengadaan 
Barang/Jasa; dan 

• Pelaksanaan kegiatan terkait dengan perencanaan 
Pengadaan Barang/Jasa serta melaksanakan evaluasi 
kinerja atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
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LAMPIRAN III 

HONORARIUM BERDASARKAN 

PERA TURAN MENTERI KEUANGAN No 65 T AHUN 2015 

NO URAIAN SATUA BIAYA TA2016 
N 

(1) (2) (3) {4) 

1. a. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa OB Rp 680.000 
b. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok 

Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi) 
- Nilai pagu pengadaan sarnpai dengan 

Rp200 juta 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta Per Paket Rp 680.000 

sarnpai dengan Rp500 juta 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta OP Rp 850.000 

sarnpai dengan Rp 1 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rpl miliar OP Rp 1.020.000 

sarnpai dengan Rp2,5 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar OP Rp 1.270.000 

sampai dengan Rp5 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar OP Rp 1.520.000 

sampai dengan Rp 10 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar OP Rp 1. 780.000 

sarnpai dengan Rp25 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar OP Rp 2.120.000 

sampai dengan Rp50 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar OP Rp 2.450.000 

sarnpai dengan Rp75 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar OP Rp 2.790.000 

sampai dengan Rp 100 mi liar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar OP Rp 3.130.000 

sampai dengan Rp250 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar OP Rp 3.580.000 

sampai dengan Rp500 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar OP Rp 4.030.000 

sampai dengan Rp750 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar OP Rp 4.490.000 

sampai dengan Rp 1 triliun 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rpl triliun OP Rp 4.940.000 

2. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja OP RpS.560.000 
Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) 
- Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Per Paket Rp 760.000 

juta 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta OP Rp 760.000 

sampai dengan Rp500 juta 
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(1) (2) (3) 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta OP 

sampai dengan Rp 1 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar OP 

sampai dengan Rp2,5 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar OP 

sampai dengan Rp5 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar OP 

sampai dengan Rp 1 0 mi liar 
- Nilai pagu pengadaan diatas RplO miliar OP 

sampai dengan Rp25 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar OP 

sampai dengan Rp50 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar OP 

sampai dengan Rp75 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar OP 

sampai dengan Rp 100 mi liar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 mi liar OP 

sampai dengan Rp250 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar OP 

sampai dengan Rp500 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar OP 

sampai dengan Rp750 miliar 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar OP 

sampai dengan Rp 1 triliun 
- Nilai pagu pengadaan diatas Rpl triliun OP 

3. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja 
Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) 
- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai Per Paket 

dengan Rp50 juta 
- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas OP 

Rp50 juta sampai dengan Rp 100 juta 
- Nilai pagu pengadaan jasa lainnya sampai Per Paket 

dengan Rp 100 juta 
- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP 

lainnya di atas Rp 100 juta sampai dengan 
Rp250 juta 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP 
lainnya di atas Rp250 juta sampai dengan 
Rp500 juta 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP 
lainnya di atas Rp500 juta sampai dengan 
Rpl miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP 
lainnya di atas Rp 1 mi liar sampai dengan 
Rp2,5 miliar 
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(4) 
Rp 920.000 

Rp 1.140.000 

Rp 1.370.000 

Rp 1.600.000 

Rp 1.910.000 

Rp 2.210.000 

Rp 2.520.000 

Rp 2.820.000 

Rp 3.230.000 

Rp 3.640.000 

Rp 4.040.000 

Rp 4.450.000 

Rp 5.010.000 

Rp 450.000 

Rp 450.000 

Rp 450.000 

Rp 480.000 

Rp 600.000 

Rp 720.000 

Rp 910.000 
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(1) (2) (3) 14) 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 1.090.000 
lainnya di atas Rp2,5 miliar sampai dengan 
Rp5 miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 1.270.000 
lainnya di atas Rp5 miliar sampai dengan 
RplO miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 1.510.000 
lainnya di atas Rp 10 miliar sampai dengan 
Rp25 miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 1.750.000 
lainnya di atas Rp25 miliar sampai dengan 
Rp50 miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 1.990.000 
lainnya di atas Rp50 miliar sampai dengan 
Rp75 miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 2.230.000 
lainnya di atas Rp75 miliar sampai dengan 
Rp 100 miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 2.560.000 
lainnya di atas Rp 100 mi liar sampai dengan 
Rp250 miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 2.880.000 
lainnya di atas Rp250 miliar sampai dengan 
Rp500 miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 3.200.000 
lainnya di atas Rp500 miliar sampai dengan 
Rp750 miliar 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 3.520.000 
lainnya di atas Rp750 miliar sampai dengan 
Rpl triliun 

- Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa OP Rp 3.960.000 
lainnya di atas Rp 1 triliun 
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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA UTARA 
NOMOR I 0 TABUN 2014 

TENTANG 

PBllBENTU.KAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
KABUPATEN !WSI RAWAS UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk 

oleh setiap Kementeria..'1/Lernbaga/Pemerintah Daerah; 

lnstitusi {K/L/D /I); 

b. bahwa pembentukar1 Unit Laya.11an Pengadaan Barang; 

Jasa Pemerintah dimaksud hL:n.if a perlu ditetapkan 

dengan Peraturan B--...:i.pati Musi Rawas Utara. 

1. Undang-Undarig Nomor 8 Tahun : 974 ten tang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembarru1 ~\egara Pl Tahun 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaiman.a 

telah diubah dengan Unda..."'lg-U::idang Nomor 43 Tahun 

1999 (Lembaran Negara RI Ta.l-iun 1999 Nomor 169, 

Tambaha..--i Lenbaran Negara Rl I\omor 3890}: 

2. Undang-Undai"""lg Nomor 5 Ta."1-iun l 999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dJJ.'i Persainga.ri Csaha ya."'1g Tidak Sehat 

(Lembaran Negara RI Tahur: 1999 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3817); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tah:in 1999 tentang 

Penyelenggarad.!.1 Negara ?a:-ig 3ersih da.J1 Bebas ri.ari 

Koru.psi, Kolusi dai1 Nepotisme (Lembara.D Negara RI Tahun 

1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 

3851); 
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_,_· -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua.."'1gan 

Negara (Lernbaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah \Lernbaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4437j 

sebagaimana telah diubah bebe:rapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Norcor 32 Ta..h.un 2004 tentang 

Pemeri.ntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 

Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201i ten tang 

Pembentukan Peraturan Per:.indang-undangan (Lembaran 

Negara Rl ~rahuri. 20 l l NorrJ.s:r 53, T2-mbaii--ian I ' Lemoaran 

Negara RI Nomor 4389); 

Nomor 16 Tal-nxn 2013 ten tang 

Pembentukan Kabupaten Musi Rawas L'tara (Lembaran 

Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran 

Negara RI Nomor 5429): 

9. Peratur2.n Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 ten tang 

Pengelclaan Keuangan Daerah \Lembaran Negara RI Tahun 

200~ Nomor 140, Tambahan Lc:mbaran Negara RI Non-1or 

4578); 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerei'-1 (Le:nbaran Negara 

RI Tabun 2006 Norr~or 20, Ta.rnbar ... an Lembara..ri Negara RI 

N om or 4609); 
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Menetapkan 

12. Peraturan Presiden PI Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pe:mc:Tntah scbagairnana telah 

diubah dengan Peraturan Prcsidan Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang ?engadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negcri RI Nornor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai."'1 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir denga.n 

Pcraturan Menteri Dalam Negeri R1 Nomor 21 Tahtm 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dal&In 

Negeri Nom0r 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalarri Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

MEMUTUS!{AN : 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT LAYANJL~ PENGADAAN BARANG/ 

JASA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

2. Pcrnerintah Kabupa::ct-: :::0C'.c: 

). Bagian Adminis::ras1 

be1anJa Negara. 
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Pengguna Anggaran yang selar :utnya disebut PA adalah pejabat pemegang 

kewertangan penggl.lnaan anggaran SK?D. 

: Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah peJ'lOat 

yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 

yang diangkat oleh PA/KPA yang bertan&:,aungjawab atas pelaksanaan 

pengadaan barang/ jasa. 

0. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 

organ1sas1 pemerintah yang bertugas untuk menangani pekerjaan 

pengadaan barang/ jasa pemerintah secara terinreg:-asi dan terpadu sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

11. Kelompok Kerja Unit Layanan ?engadaa.n "ang selanjutnya disc but 

Kelompok Kerja adalah bagian dari UL? \·~:ng tcrdiri dari Pegmvai Negeri 

Sipil yang telah memilik1 senifikat ke8-h1ian pcngadaan barang/jasa 

pemerintah dan bcrtugas rncbkukan prn:::>es pemi1ihan penyedia 

barang/jasa. 

l 2. Pejabat Pengadaan adalah pe:so:J.ii yang rnem1liki Sertifikat Keahlian 

Peng<.idaan Barang/ Jasa yang melaksanakan PeLgadaan Barang/Jasa. 

13. Aparat Pengawas Intern PemerinLoh yang stlan_jutnya disebut APIP adalah 

aparat yang melakukan pt>ngawasan melalLi audit, revm, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pcngmvasan lain z_erhadap penyelenggaraar~ 

tugas dan fungsi organisasi. 

Bft..B II 

PEMBENTUKAN, TUGA8, FUNGSI DAN SUSUNAJi ORGANISAS! 

Bagian Kesatu. 

Pembentukan 

Pas~l 2 

sehat, dan akuntabilit.as dala_r-,.-., oclaksenaan. pengadaan barai1g/jCJ.sc; 

pemerintah, dibenruk LJLF Pcmenr1Lah Kabupaten Iv1usi Rawas Utara. 

(2) ULP sebagaimana dimaxsud pada ayat ( l) bersifar ad hoc dan berada padC.l 
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ULP sebagaimana dimaksud pada iyat (2) diintegrasikan pada unit 

strukturai yang secara tungsional melaksan2.kan tugas dan fungsi dibidang 

- pengadaan barang/ jasa. 

Pemerintah Kabupaten menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh 

kegiatan ULP. 

ULP mempunyai 

Bagian Kedl,la 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

tugas melaksanakan 

lingkungan Pemerintah Kabup2ten_ 

pengadaan 

l2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

pelaksanaannya dapat dilakukan oieh ULP adalah : 

a. Pengadaan Ba1ang/ Pekerjaan Konstruksi / ,,:asa 

diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta n1piah); 

b. Pengadaan ._!asa hons<.:}r_ans~ C.enga.I1 nilai diatas 

(iima puluh juts. rupiah)_ 

barang Ii asa , _, 

o.vat 

densra l1 nilai __ , 

50.000.000,00 

'.airmyo dengan nilai paling 

tinggi Rp. 200.000.000 .. 00 (clua ratus _illt2 rupiah) atau Pengadaan Jasa 

Konsultansi dengan nilai paling ti0ggi Rp. SO.C00.000,0CJ (lirna puluh juta 

l-'L1Dl·~,h) riap~it di11aK1 san_;;L~'-'1n, ()-_1,p'r ; 'L: "1-' :.:-_:_·L·c-;_~1 'i5:::;'°'1' -~1-rc:>rr- Pr·;a""·t _ ........_..._ ..__.... _ ..__....._~ .... __ 1_.1,_..1.·-(_,:_~ , .....,i..! ..._,. ~ :..-. -...-... l. ~ v-i...L'--4) \_..l u__il6 vj i.....Jcl •-

Pcngadaan. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 

Paragrc.f 1 

T)mum 

a. Kepaia; 

b. ~~etatausahaan / Sekr-e ~~t-:i~i-~ ~ 

d_ Staf Pendukung_ 
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(2) Keanggotaan ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Bagan Slruktur Organisasi ULP sebagaimana dima..~sud pada ayat (1) 

tercantum dalarn Lampira.L dan mcrupakar bagiari yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 

Kepala 

Pasal 5 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat 

merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja ULP), 

yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan 

administrasi ULP. 

s.::: bagaimanu dirnaksud pad a ( l)) mempunya~ 

mengkoordinasikan pebksanuc.1n Pengadaan Ba.T"a:ig/.Jasa. 

Dcllam melaksanakan t:.igas 

mempunyai fungsi : 

b pengkoordinasian, 

se bCLqa.irr~a nCJ ._, d11T18ksud pada ayat (2), 

administrasi Pengadaan Barangf .Jasa; de:m 

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis cL.:.::1 ~idmir:istrasi ULP ddD tas:" 

pelaksanaan Pcngadaan Barang(!a::;a oleh Kelompok Kerja kepad21 

Sekrctaris Daerah. 

Paragraf 3 

Sekretaria t 

Pusa1 6 

a. Seksi Pelayanan; 

b. 

c. 
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(3, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di! ,aksud pada ayat (2), 

Sekretariat mcmpunya1 fungsi : 

::i.. penyu.surn:rn hRhan fasiiitasi, koordinasi, p~ngendalian, evaluasi dan 

pek>_poran; 

b_ pelaksanaan penatausahaan dan kesekretaratan ULP; 

c. fasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan Pengadaan Bara.i.'lg/ ja.sa 

dengan SKPD; 

d. fasilitasi pengkoordinasian penyediaan sR.rana dan prasarru.1a 

penunJang pelaksanaan Pengadaan Barang/ ,Jasa secara manual dar: 

elektronik; 

e. fasilitasi pengkoordinasian pengalokasian ~;umber daya ma..rius1a dar 

Kelompok Kerja/Tim/Panitia Pengadaari. Barang-'Jasa: 

f. penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari 

seluruh SK.PD, dengan nilai : 

1. pengadaan barang/pekerjaan konstn1ksii_]asa 

., 
/ 

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiat); 

pengadaan jasa konsultansi, diatas Rp. 

iuta rupiah;. 
~ . 

SC.J00.000,- ouluh 

g. pemilahan dan pendistribusian kegia:::an kcpada scluruh Kelompok 

l(crJa. 

Pasal 7 

,_ ' 

~t:i.~CtddX-~ 

. -~ 

,_ --"- :__ ___ : --""--- -

dalarr2. Pc2gacta2r: t3?.tT~lil g,/ :_] ctss. 
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Pasal 8 

· (1) Seksi Umum, Kepega\vaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalaE1 

Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunya1 rug2s m"1aksanakan fungs1 

ketatausahaan. 

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi 

Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata 

persuratan, perlengkapan, dan rurr;.ah tanggc:; dan 

b. penyediaan dan pemeliharaan sanna dan prasaranz kantor. 

Pasal 9 

\ l) Seksi lnformasi clan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 aye::~ 

Pcngadaan mener1m2 

mengkoordi nasi kar: 

olc>h masyarakat. 

lnformasi dan PengadP<"'' me!l'punyai fungsi-

2_ pcnycdiaan dan pengelolaan sistem info.rrr:asi teknclogi yang digunakdr: 

dalam pelaksanaan Pengadaan Barangi'18sa dengan berbasis pada 

b. sosialisasi keb~jakan dan kegiarnn Pengadaa"1 Barang/0asa; 

c_ penyediaan ber::;aga1 mformasi 

Pengadaai1 Barang,' ,Ja_sa; du.~ 

pe11ga_c: ll2'_:: 

?arag::taf 4 

Pasa.l l<} 

;_erdiri dari : 

a. Ketua; 

.-, 
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(2) Kelompo.c Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 

melaksanakan proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud i=w.da ayaL 

Kelompok Kerja mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan proses pemilihan Pcngadaan Barang/Jasa sesum 

ketentuan peraturan perundang-undangan_: dan 

b. penyampaian pemena.ng lelang dan data pendukung keµada SKPD 

melalui Unit Pelayanan Pengadaan. 

(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasil dari tenagc:i 

ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipi1 vang memiliki keahlian/kualifikasi 

yang diperlukan dalam Pengadaan Ban::1.ng/ Jasa dan bertanggungjawab 

lerhadap pelaksanaan Pengadaan bar2ng/ Jasa. 

Paragraf 5 

Staf Pendukung 

Pasal J 1 

Bar;:,_ng/.Jasa. 

,. 
st&~ 

Pendukun2 memcunv2i fum::si 
'._,J ;._ - • , 

·:< c..._. 

b. oe1aksanaan kc.gia.t~1r 

Ba.rang/ Jasa scna ~nclc.L:s2ri2K2n eva :u_;:;s1 kinerja atas Delaksana2:: 

B~~4B III 

-_-, --.. ' 

G3.£;lJ..ri r~e.s2_t:_~-

Pasal 12 
- . '. 

;_2_: ;.\_C~CJ!lL}JU(~ :"";..~·: -- ,'_c;_--

. __,,_ =-· ~ - -'- - - 4- - - - -- -
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c. memahami j· :nis pekerjaan tertentu yang rncnjadi tugas ULP; 

d. memahami isi dokumen, rncloda dan n:useu'_: pengadaan; 

e. tidak mempunya1 hubungan kelu:c~~·ga dengan 
menetapkannya sebagai anggota ULP; 

f. merniliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan 

kornpetensi yang dipersyaratkan; 

g. menanda.tangani Pakta lntegritas. 

(2) Pe~a\I,.rai yang ditugaskan pada ULP sebagaimana dimaksud pada a_::.·;i'" , ~ 1, 

diberikan t1 .. mjangan 

perundang-undanga.n. 

khusus/insentif, sesuai ketentuan peraturan 

(3) Pengangkatan dan pemberhenti.an pegai.va1 1Jnit Layanan Pengadaan 

dilaksanakan sesuai ketenrnan peraturan perundang-undangan. 

(4) Anggota Keiompok Kerja \Vajib meE1perbal1<11u1 sertifikat keahlian 

pengadaan barai1g;jasa yang di:miiiki paling lambat l (satul bulan stbc::;'G;:-. 

(5) Apabila sert:fikat keahlian pengadaa!l. ba.::-a:ig/ja:sa Anggorn Kelompok !-,.c·>: 

dimaksud :-r1aka Koordir1atcr 

'""" -- ~--- ,-, -• .. ~ c__:..} ..J{..-l. 

{6) ayat 

ULP mengajukan perubahan keanggota<.0.n ULF'. 

(7) Perubahan keanggota2_r::. ULP d;maksud :::.aci2 :::v2t 13\ ditetackan dt"'22:~ 

f 1 I 

., - ) 

(2} 

Keputusan Bupati. 

-:--~, ;J. ---- -:_ ,-; .- ' 
.:_ - - ·- - - : '---' ~ - -

Pasa_l 13 

~--:.~, ---:~ -,,-·-
_.;._:_,__ . ... ..___ ~~~-~ _ .. --~-

-Y--. -, ~ .,..-
: -· ~......... ! 

-~. - ~ ---. . . --- - - - ~ - - -

:_: _ _.:._:..:_ '_c. __ ~ .. :__"'" - -
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Hagian Kedua 

Keuangan 

Pasal 14 

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh ULP termasuk 
honorarium Kelornpok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

BAB IV 

PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

Para Pihak 

Pasal 15 

Pi blR.k-pihak ~v'"ar1g tc r-li l~· ,- : cL-; Lc11:_, iJeLi~~sa11a~1r.. ?c rlg::l.ciaun Barang/ .__I asa -~ .:-:_ ,_ ~~ 

dilaksanakan rneliputi : 

a. SKPD; 

h Pe,·::; 'ori r Pe· n ua· ri ~ ·..:i..., / T . -; ; ; L' .3-\·;c;r; ;-: re LJe_ng·..:ic· 01 ;;.; r~ • ........... ~ ....... _,.._...._ u __ .l~c -~ ......... C.l. ... J.., .......,_ • .t_ ~· '--"'._..-~..__.J. t -..__..C-l L.-l.."--"-~-: 

c. Peaycd1a Barang,: .Jas~ 

Bagian Kedua 

Mekanisme dan Prosedur 

Pasal 16 

Proses pelaksanaan Pengad<ian Barar~g:.Jasa 01e:• ULP. berDcdoman. ~::;_,::l2 

. . . 
:-=--~ c lo~::. se__:_:-~ 2 ~-::.a_:l 

BAB 1/ 

Paso.l 18 

(2) Pengawasar: dan 

·, -~· _._-: _ - - ---· -
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BAB VI 

EVALUASIDANPELAPORAN 

Pasal 19 

(1) Evaluasi terhadap ULP dilah1kan oleh Sekretaris Daerah setiap satu t.ah'..ir:. 

satu kali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(2) ULP melaksanakan pelaporan setiap triwulcm kepada Sekretaris Daerah. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal c.i undangkan dan berlaku 
,,f,.ktif pada t"'ngg01l V.L"-" \.. • • ~ C ...,cc....,,:. C. ..... 

Bupati ini dengan penemp2'anny2 dalam Berira Daerah Kabupaten Musi 
Ra'.:\·as Utara. 

D . , 1 d' · 1 ,, . 1undangKan l Nuara KL.;.pl~ 

SEKRETARJS DAERAH 

KABUPATEN MUSI RAWAS UT.ARA, 

. 
f 
Pj. BUPAX MUSI RAWAS UTARA, 1J 

~YUB 
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- - - . - ...., ... ' 

TANGGAL. : ~T Jt\f14dr} 2014 

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PE~ERINTAH 
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 

---·· ·-- ·--···--·------·---·--i 

[-·--·---·- ··---·--·-·---1 KEPALA ULP 

. - _ j 

I ____ :.:S~~~~~~N __ J 

I I i 
.. .( "\ ( _)dL._L~ ---- - ~~~-~ - •• l --

n=J~.:J~ ~~=--:=: ----~-~~ J] ___ l 
_o.:::>.U th--- - ---··· • ·-·--· _

1 
POf<JA 

. - ·-· ··- ---·. ·- --- - -

SEKRET ARIAT 
- . - -- ---

·- -----·-· ...... ----- --- -=-~~~~---=-' -----., 
SEKSI 

UMUM, KEPEGAWAIAN 
DAN KEUANGAN 

l ,,..,..,._ •• _ 

SEKSI 
INFORMASI DAN 

PENGADUAN 

I Pj. BUPA~I MUSI RAWAS UTARA, v 

..;_ • ..:.';: •• _ ..••• :.·.:;~:J.I);i'~: .: .. ~:.:~;~:,-:r..::.~;,_;·,.: :: ... ·~~· ,.,YJo~J~.>:\t,".,~.,· .. • . .-~~ . .ui;,:li.l~~u;e111'1W~=a·y1,....1 ·p "Rt 5 g=u- " --!IBP -
.......... ""' "·· ·--~····~~----------------
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